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ABSTRAK

Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah 
daerah bidang sumber daya alam mineral dan batubara serta panas bumi, 
pengelolaanya harus dilandasi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Penelitian ini 
bertujuan untuk memperoleh 3 (tiga) hal, yakni: pertama, untuk menganalisis 
format hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bidang sumber 
daya alam mineral dan batubara serta panas bumi; kedua, menganalisis dan 
menemukan apa alasan yang digunakan pemerintah pusat untuk menarik 
kewenangan bidang sumber daya alam mineral, batubara dan panas bumi; 
dan ketiga, menganalisis dan menemukan konsep hubungan pemerintah pusat 
dengan pemerintah daerah ke depan (ius constituendum) dalam bidang sumber 
daya alam mineral dan batubara serta panas bumi. Penelitian ini merupakan 
penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan 
perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan perbandingan dan 
pendekatan konseptual. Data yang dibutuhkan yakni data primer dan data 
sekunder yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa: (1) Format hubungan kewenangan antara pemerintah 
pusat dengan pemerintah daerah dalam mengelola SDA mineral dan batubara 
serta panas bumi pada masa UU Nomor 32 Tahun 2004 menganut sistem 
rumah tangga nyata atau sistem otonomi riil dan pada masa berlaku UU No 
23 Tahun 2014 format atau prinsip yang digunakan adalah otonomi seluas-
luasnya. Implementasi kedua sistem tersebut berdampak pada realisasi urusan 
pemerintahan daerah yang tidak mandiri, sebab memerlukan persetujuan 
pemerintah pusat; (2) Penarikan kewenangan oleh pemerintah pusat 
dilakukan dengan alasan untuk menghilangkan konflik dan tarik menarik 
kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, pengelolaan 
perizinan terintegrasi oleh pemerintah pusat dan memastikan manfaatnya 
dirasakan secara luas dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia; dan (3) 
Pemerintah pusat perlu menyusun undang-undang terpadu bidang SDA yang 
isinya memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota 
ikut serta mengelola SDA mineral dan batubara serta panas bumi.
Kata-kata kunci: kewenangan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sumber 
daya alam

 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mencakup 
isu yang sangat luas, bisa terkait dengan isu nasionalisme dan nation 
building, bisa pula dengan isu demokrasi nasional dan demokrasi lokal, 
terkait pula dengan isu hubungan antara negara dengan masyarakat. 
Bahkan, pada tataran praktis, pemerintah pusat dijabarkan sebagai 
pemonopoli kekuasaan negara dan pasar sementara pemerintah daerah 
digunakan untuk menggambarkan komunitas yang tertindas.1 

Lingkungan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah merupakan 
satu kesatuan susunan yang mencerminkan keutuhan bentuk negara 
kesatuan, 2  tetapi karena masing-masing mempunyai lingkungan 
wewenang, tugas dan tanggung jawab berbeda maka tidak menutup 
kemungkinan terjadi semacam tarik menarik bahkan spanning hubungan 
antara keduanya.  

Bagir Manan menyebut terdapat 4 (empat) faktor yang menentukan 
hubungan pusat dan daerah dalam otonomi yakni: hubungan kewenangan, 
hubungan keuangan, hubungan pengawasan dan hubungan yang timbul 
dari susunan organisasi pemerintahan daerah. 3  Hubungan kewenangan 
antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah merupakan amanat 
konstitusi yang memerlukan pengaturan dalam undang-undang tersendiri. 
Kewenangan memiliki arti yang sangat penting dalam penyelenggaraan 
pemerintahan karena merupakan dasar utama untuk setiap tindakan dan 
perbuatan hukum dari setiap tingkat pemerintahan yang ada di suatu 

1  Pratikno, “Pengelolaan Hubungan Antara Pusat Dan Daerah,” in Desentralisasi & Otonomi 
Daerah:Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah, ed. Harris, 
Syamsuddin, Ketiga (Jakarta: LIPI Press, anggota IKAPi, 2007), hlm.27. 
2  Suatu negara kesatuan berdiri berlandaskan pada paham kesatuan (unitarisme). F. Isjwara 
mengatakan dasar pendirian negara kesatuan seperti yang dirumuskan oleh Albert Venn Dicey sebagai 
“the habitual exercise of supreme legislative authority by one central power”, lihat, Riyanto, Astim, 
Negara Kesatuan: Konsep Asas Dan Aktualisasinya, Kedua (Bandung: Yapemdo, 2010), hlm.71. 
Negara Kesatuan dapat dibedakan menurut sistem pembagian kekuasaannya, yakni negara kesatuan 
dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dalam negara kesatuan, 
pembagian kekuasaan vertikalnya melahirkan garis hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah. Lihat Rosadi, Otong, Hukum Tata Negara Indonesia:Teks Dan Konteks, 1st ed. (Yogyakarta: 
Deepublish, 2015), hlm.150-151. 
3 Manan Bagir, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Cetakan II (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum 
FH UII, 2002).,hlm.37.46. 
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negara. Tanpa adanya dasar kewenangan yang sah, maka berbagai 
tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap tingkat 
pemerintahan dapat dikategori tindakan dan perbuatan yang bertentangan 
dengan hukum dan dapat juga dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap 
asas pemerintahan yang baik 4 . Saat ini, memasuk 3 (tiga) dekade 
pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, penulis menemukan beragam 
kasus “tarik menarik” kewenangan terjadi antara pemerintah pusat dengan 
pemerintah daerah. Konkritnya, terjadi persoalan yang timbul antara lain 
karena pemerintah daerah menerbitkan Peraturan Paerah (Perda) yang 
bertentangan dengan peraturan lebih tinggi, Perda yang bertentangan 
dengan kepentingan umum, Perda yang melanggar Hak Asasi Manusia 
(HAM), dan Perda yang menghambat investasi di daerah. Selain itu, 
terdapat pula persoalan di bidang perizinan, persoalan pajak dan retribusi 
daerah, persoalan korupsi di pemerintahan daerah, persoalan pemekaran 
daerah, permintaan perlakuan khusus oleh pemerintah daerah (alasan 
budaya, geografis, geopolitik), persoalan pembagian dana bagi hasil, dan 
persoalan dinasti politik di pemerintahan daerah. 

Berkaitan dengan hubungan wewenang antara pemerintah pusat 
dengan pemerintah daerah, ditegaskan dalam Pasal 18A ayat (1) UUD 
NRI Tahun 1945, berbunyi: “Hubungan wewenang antara pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara 
provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan 
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”. Penggunaan kata 
“wewenang” dalam Pasal 18A di atas merupakan hasil kompromi dari 
perdebatan dalam rapat-rapat Panitia Ad Hoc (PAH) Badan Pekerja (BP) 
MPR, sejak Bulan Desember Tahun 1999 hingga Tahun 2000.  

Pembahasan amandemen Pasal 18 (sebelum amandemen) dan 
perumusan Pasal 18A oleh para perumus, berpijak dari alasan untuk tetap 
menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus dapat 
memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Para 
perumus menyadari bahwa formulasi lama Pasal 18 (sebelum 
amandemen) begitu singkat dan tidak memberikan panduan jelas untuk 
pembagian urusan serta pola relasi antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah sehingga dalam sidang-sidang amandemen kedua 

4 Nurbaningsih Enny, Problematika Pembentukan Peraturan Daerah:Analisis Wewenang Mengatur 
Dalam Era Otonomi Luas, ed. Hayati Sri Yayat, 1st ed. (Depok: RajaGrafindo Persada Anggota 
IKAPI, 2019).,hlm.65. 
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tersebut ditegaskan bahwa prinsip negara kesatuan harus dikunci dalam 
Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sementara detail hubungan 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperluas dalam Pasal 18, Pasal 
18A dan Pasal 18B sebagai satu paket hukum desentralisasi.5 

Adapun dalam rapat-rapat pembahasan amandemen ini, sebagian 
anggota MPR/DPR menghendaki adanya penentuan secara jelas dalam 
konstitusi, apa yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan hal apa 
saja yang diserahkan kepada pemerintah daerah demi menghindari 
terjadinya disintegrasi bangsa, antara lain diungkapkan oleh Hamdan 
Zoelva, juru bicara Fraksi-PBB6 dan Valina Singka Subekti, F-UG yang 
menyatakan pentingnya penjabaran hak dan wewenang daerah-daerah 
dalam melaksanakan fungsi sosial, fungsi politik, fungsi ekonomi dan 
pemerintahannya7 . Lahirnya Pasal 18A UUD N RI 1945, didasari atas 
semangat untuk tetap menjaga prinsip negara kesatuan, dengan semangat 
untuk menata ulang hubungan pusat dan daerah disertai penegasan bahwa 
pelaksanaan otonomi daerah harus ditempatkan sebagai hubungan yang 
komplementer antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dalam 
pengertian saling membutuhkan secara timbal balik.8 

Dengan demikian, penggunaan kata “wewenang” dalam Pasal 18A 
UUD NRI Tahun 1945, merupakan upaya perumus untuk memastikan 
bahwa pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya bagi pemerintahan 
daerah merupakan suatu keniscayaan yang diakomodir tegas dalam 
amandemen kedua UUD NRI Tahun 1945. Sebelumnya, dalam UU No 22 
Tahun 1999, definisi otonomi daerah dilekatkan dengan frase 
“kewenangan daerah otonom”, yang bagi penulis, berdampak pada 
perumusan Pasal 18A UUD N RI Tahun 1945 dengan menggunakan frase 
“hubungan wewenang”. 

Topik penulisan disertasi ini adalah hubungan kewenangan antara 
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam bidang sumber daya 

5  Disarikan penulis setelah membaca perdebatan Rapat-Rapat PAH I BP MPR,.Tahun 1999-
2000,.Lihat.,Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah 
Komprehensif Perubahan UUD NRI Tahun 1945, ed. Gaffar M. Janedjri et al, Buku IV Ke (Jakarta: 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010).,hlm.1153-1163. 
6 Pendapat ini disampaikan oleh Hamdan Zoelva, juru bicara Fraksi-PBB, pada Rapat PAH I, Badan 
Pekerja MPR ke-3 tanggal 6 Desember 1999,.lihat.,Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan 
Hasil Perubahan UUD 1945.,hlm.1114. 
7 Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945.,hlm.1117. 
8 Disampaikan oleh Rosiar dari FPG, pada Rapat PAH I MPR ke-27, Tanggal 7 Maret 2000,.Lihat.,Tim 
Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945.,hlm.1151-1152. 
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alam. Kewenangan (bevoegdheid) merupakan kata benda atas wewenang, 
dalam hukum positif Indonesia, digunakan dalam bidang hukum publik. 
Dalam Hukum Tata Negara, wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan 
hukum (rechtsmacht).9  Kewenangan (authority, gezag) bersumber dari 
kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap sekelompok orang tertentu, 
maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu, 
sedangkan wewenang (competence, bevoegdheid), adalah kemampuan 
untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis 
wewenang disebut kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-
undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.10  

Kewenangan pemerintah daerah dapat diperoleh melalui atribusi, 
delegasi dan mandat serta tugas pembantuan (medebewind) yang 
menggambarkan adanya perbedaan yang hakiki antara berbagai level 
pemerintahan yang ada di suatu negara11. 

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintahan daerah 
menjalankan sejumlah urusan-urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangannya12 seperti ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) menyebutkan 
bahwa “pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, 
kecuali oleh urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan 
sebagai urusan pemerintah pusat”. Selain itu, Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 
Tahun 1945, menegaskan bahwa “hubungan keuangan, pelayanan umum, 
pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara 
adil dan selaras berdasarkan undang-undang”. Penulisan disertasi ini 
difokuskan pada hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan 
pemerintah daerah dalam mengelola SDA Mineral dan Batubara serta 
Panas Bumi. 

 
 

9  Hadjon M Philipus, “Tentang Wewenang,” Yuridika Sept-Desem, no. 5–6, XII (1997), 
https://drive.google.com/file/d/0B2fDcUsEEyr2OWpqQ0g3RV9zalE/view?resourcekey=0-
B1k1EuBGCf5T4sCiYl2FEg.,hlm.1.,diakses 28 November 2025. 
10  Marbun S.F, Hukum Administrasi Negara (Administrative Law I), Kedua (Yogyakarta: FH UII 
Press, 2018).,hlm.117. 
11 Nurbaningsih Enny, Problematika Pembentukan Peraturan Daerah:Analisis Wewenang Mengatur 
Dalam Era Otonomi Luas.,hlm.65. 
12  Penegasan atas urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah 
ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No 32 Tahun 2004 dan Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 
2014.
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dirumuskan di atas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  
1) Bagaimana format hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah 

daerah dalam bidang sumber daya alam mineral dan batubara serta 
panas bumi? 

2) Mengapa pemerintah pusat menarik kewenangan dalam bidang 
sumber daya alam mineral, batubara dan panas bumi? 

3) Bagaimana konsep hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah 
daerah ke depan (ius constituendum) dalam bidang sumber daya alam 
mineral, batubara dan panas bumi? 

C. Tujuan Penelitian 
Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

untuk menemukan Novelty terkait hubungan pemerintah pusat dengan 
pemerintah daerah dalam bidang pertambangan mineral, batubara dan 
panas bumi, yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Untuk mengkaji format hubungan pemerintah pusat dengan 
pemerintah daerah dalam bidang SDA mineral dan batubara serta 
panas bumi;  

2. Untuk mengkaji alasan yang digunakan pemerintah pusat untuk 
menarik kewenangan dalam bidang SDA mineral dan batubara serta 
panas bumi; 

3. Untuk mengkaji konsep hubungan pemerintah pusat dengan 
pemerintah daerah ke depan (ius constituendum) dalam bidang SDA 
mineral dan batubara serta panas bumi. 

D. Metode Penelitian  
Dalam suatu penelitian, metode13 penelitian merupakan sesuatu bagian 

yang tidak kalah penting dari bagian lainnya. Hal ini dilatarbelakangi 
peran besar metode penelitian yang merupakan arah dan tujuan bagi suatu 
penelitian.  

13  Metode dalam arti harafiahnya berarti “cara”. Dengan demikian metode penelitian adalah cara 
mencari (dan menemukan yang benar yang dapat dipakai untuk menjawab suatu masalah). 
Lihat,.Wignjosoebroto Soetandyo, “Penelitian Hukum & Hakikatnya Sebagai Penelitian Ilmiah,” in 
Metode Peneltian Hukum:Konstelasi Dan Refleksi, ed. Irianto Sulistyowati & Shidarta, Pertama 
(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009).,hlm.97. 
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Penelitian hukum adalah suatu spesies dari penelitian pada umumnya. 
Itu berarti bahwa penelitian hukum adalah penelitian yang 
diterapkan/diberlakukan khusus pada ilmu hukum. Penelitian hukum 
adalah “penelitian yang membantu pengembangan ilmu hukum dan 
mengungkapkan suatu kebenaran hukum”.14 
1. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah relasi antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah, khususnya dalam bidang pengelolaan SDA mineral 
dan batubara serta panas bumi. Berdasarkan obyek tersebut, penulis 
menganalisis dan menemukan apa format hubungan pemerintah pusat 
dengan pemerintah daerah di bidang SDA mineral dan batubara serta 
panas bumi, menganalisis dan menemukan apa saja indikator yang 
digunakan pemerintah pusat untuk menarik kewenangan di bidang SDA 
mineral dan batubara serta panas bumi dan membangun konsep hubungan 
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ke depan (ius constituendum) 
dalam bidang SDA mineral dan batubara serta panas bumi. 
2. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
hukum normatif (applied law research) yakni sebuah penelitian yang 
berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), 
tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundang-
undangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi 
ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. 

Penelitian ini mengkaji secara normatif variabel-variabel penelitian 
yang mencakup: (1) format hubungan pemerintah pusat dengan 
pemerintah daerah di bidang SDA mineral dan batubara serta panas bumi; 
(2) mengapa pemerintah pusat menarik kewenangan di bidang SDA 
mineral dan batubara serta panas bumi; dan (3) konsep hubungan 
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ke depan (ius constituendum) 
dalam bidang SDA mineral dan batubara serta panas bumi. 

 

14 Istanto Sugeng. F, Penelitian Hukum, Pertama (Yogyakarta: CV Ganda, 2007).,hlm.29 
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14 Istanto Sugeng. F, Penelitian Hukum, Pertama (Yogyakarta: CV Ganda, 2007).,hlm.29 
 

3. Pendekatan Penelitian 
Penelitian disertasi ini menggunakan pendekatan undang-undang 

(statute approach) untuk menelaah berbagai peraturan perundang-
undangan yang bersangkut paut dengan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah di Indonesia dan bagaimana format hubungan pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah dalam bidang SDA mineral dan batubara serta 
panas bumi. Pendekatan historis (historical approach) dilakukan dengan 
cara menelaah sejarah desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia dan 
perjalanannya dimulai dari berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara (dan perubahannya), Undang-
Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup,  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang 
Panas Bumi, Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  

Pendekatan historis digunakan untuk melacak dan menganalisis 
mengapa pemerintah pusat menarik sejumlah kewenangan di bidang SDA 
mineral dan batubara serta panas bumi pada masa berlakunya  Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (dan 
perubahannya),  Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi, Undang-Undang No 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah.  
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Pendekatan komparatif dilakukan dengan cara membandingkan 
pelaksanaan dan pengelolaan SDA mineral dan batubara serta panas bumi 
yang ada di Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 
(desentralisasi asimetris), Pemerintah Provinsi Papua Barat dan 
Pemerintah Provinsi Papua Tengah (desentralisasi asimetris) dan 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (desentralisasi simetris).  

Pendekatan konseptual dilakukan untuk membangun konsep hubungan 
pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan 
yang lebih demokratis dan adil bagi daerah, khususnya dalam bidang 
pengelolaan SDA mineral dan batubara serta panas bumi. 
4. Batasan Penelitian 

Fokus penulisan disertasi ini dibatasi pada relasi kewenangan antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan SDA mineral 
dan batubara serta panas bumi. SDA adalah unsur lingkungan hidup yang 
terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan 
membentuk kesatuan ekosistem. 15  Fokus atau obyek kajian dalam 
penelitian disertasi ini adalah SDA nonhayati (abiotik) yaitu mineral, 
batubara dan panas bumi. SDA mineral, batubara dan panas bumi 
memiliki cadangan yang terbatas dan tidak dapat diperbarui (non-
renewable) atau terhabiskan (exhaustible).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15  Lihat.,Pasal 1 angka (9)“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” (2009), 
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b2885a7bc5ad/undangundang-nomor-32-tahun-
2009/document/.,diakses 16 September 2025. 
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https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b2885a7bc5ad/undangundang-nomor-32-tahun-
2009/document/.,diakses 16 September 2025. 

 

BAB II 
KAJIAN TEORETIK HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH 

DALAM NEGARA KESATUAN 
 

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dengan 
mendudukan 3 (tiga) landasan teoretis yang disebut grand theory, middle 
range-theory dan applied theory. Teori-teori ini digunakan sebagai pisau 
analisis untuk menjelaskan, menganalisis dan menemukan jawaban atas 
rumusan masalah penelitian ini. Penggunaan teori-teori ini diuraikan 
sebagai berikut: 
1. Grand Theory, yakni teori dasar atau teori besar yang dipergunakan 

untuk menganalisis keseluruhan masalah penelitian, yang dalam 
penulisan disertasi ini, penulis memilih Teori Negara Kesatuan. 
Berdasarkan teori negara kesatuan, terkandung prinsip bahwa yang 
memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara, 
termasuk tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan 
merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Penggunaan teori 
negara kesatuan dalam penulisan disertasi ini sebab negara Indonesia 
berbentuk Negara Kesatuan yang tersusun atas pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah.  

2. Middle Range Theory, yakni teori menengah yang terkait dan sejalan 
dengan teori dasar atau teori utama. Kegunaan teori menengah ini 
adalah untuk menjelaskan fenomena tertentu (spesifik) dalam hal ini 
menguraikan tentang pentingnya desentralisasi dan otonomi daerah 
yang diartikan sebagai sebuah proses pemindahan tanggung jawab 
berupa kewenangan dan akuntabilitas dari pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah. Pemikiran dasar tentang desentralisasi dan otonomi 
daerah antara lain dikemukakan oleh: 
a. Talcot Parson: mendefinisikan desentralisasi sebagai pembagian 

kekuasaan pemerintahan oleh sekelompok penguasa pusat dengan 
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kelompok lainnya, masing-masing memiliki otoritas dalam wilayah 
tertentu dari suatu negara16; 

b. Hendry Maddick membedakan antara desentralisasi dengan 
dekonsentrasi. Desentralisasi merupakan pengalihan kekuasaan 
secara hukum untuk melaksanakan fungsi yang spesifik maupun 
residual yang menjadi kewenangan pemerintah daerah17 

c. van der Pot, mengemukakan bahwa dalam desentralisasi, tidak 
semua peraturan dan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dari 
pusat (central)18 

d. Bagir Manan menyebutkan, terdapat 4 (empat) konsep dasar 
hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yakni: (1) 
Dasar permusyawaratan; (2) Dasar pemeliharaan dan 
pengembangan prinsip-prinsip pemerintahan asli; (3) Dasar 
kebhinekaan; dan (4) Dasar negara hukum. Berdasarkan 4 konsep 
dasar tersebut, ditemukan patokan-patokan hubungan pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah, antara lain:19 
1) Sistem rumah tangga daerah harus menjamin keikutsertaan 

rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan (dasar 
permusyawaratan); 

2) Sistem rumah tangga daerah harus memberi tempat bagi 
Prakarsa atau inisiatif untuk mengatur, mengurus dan 
mengembangkan urusan rumah tangga daerah; 

3) Otonomi luas diartikan sebagai kebebasan berprakarsa atau 
insiatif sendiri mengatur dan mengurus segala hal yang 
berkaitan dengan kepentingan rakyat; 

4) Urusan rumah tangga daerah dapat berbeda-beda sesuai keadaan 
dan kebutuhan setempat; 

16  Hidayat Syarif, “Mengurai Peristiwa Meretas Karsa:Refleksi Satu Dasawarsa Reformasi 
Desentralisasi Dan Otonomi Daerah,” Prisma:Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi (Jakarta, 
2010)..hlm.6. 
17 Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah:Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD Dan 
Kepala Daerah, Pertama (Bandung: PT Alumni Anggota IKAPI, 2004).,hlm.117. 
18 Manan Bagir, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah.,hlm.10. 
19 Manan Bagir, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah.,hlm.18-19. 
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16  Hidayat Syarif, “Mengurai Peristiwa Meretas Karsa:Refleksi Satu Dasawarsa Reformasi 
Desentralisasi Dan Otonomi Daerah,” Prisma:Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi (Jakarta, 
2010)..hlm.6. 
17 Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah:Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD Dan 
Kepala Daerah, Pertama (Bandung: PT Alumni Anggota IKAPI, 2004).,hlm.117. 
18 Manan Bagir, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah.,hlm.10. 
19 Manan Bagir, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah.,hlm.18-19. 

 

5) Sistem rumah tangga daerah harus benar-benar mencerminkan 
pemencaran kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah, yang menjamin kemandirian daerah; 

6) Sistem rumah tangga daerah, terutama bertujuan mewujudkan 
keadilan dan kesejahteraan sosial; 

7) Harus ada tempat (ruang) bagi pemerintah pusat untuk 
mempengaruhi daerah menuju pemerataan keadilan dan 
kesejahteraan. 

3. Applied Theory, yakni teori aplikatif atau terapan yang 
dipergunakan untuk menjelaskan fenomena tertentu dalam suatu 
penelitian. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan 
Konsep Hak Menguasai Negara (HMN) dan Teori Kewenangan.  
a. HMN: Penggunaan HMN dalam penulisan hukum ini didasari 

atas adanya kekuasaan yang dimiliki oleh sebuah negara yang 
asal usulnya selalu dihubungkan dengan teori kedaulatan 
(sovereignty), sebab selalu dikaitkan dengan siapa yang 
berdaulat atau memegang kekuasaan dalam suatu negara. Dasar 
teoritis sumber kekuasaan negara menurut van Vollenhoven 
adalah negara sebagai organisasi tertinggi dari bangsa yang 
diberi kekuasaan untuk mengatur segala-galanya dalam negara 
berdasarkan kedudukannya memiliki kewenangan untuk 
membuat peraturan hukum. 20  Dalam NKRI, konsep HMN 
dilandasi Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang secara 
konseptual adalah hak bangsa atau dengan kata lain merupakan 
hak yang dimiliki secara bersama-sama oleh seluruh bangsa 
Indonesia. Pengertian “dikuasai negara” bukan berarti dimiliki, 
tetapi kepada negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi 
diberikan kewenangan untuk dipergunakan untuk sebesar-
besarnya bagi kemakmuran rakyat. Bagir Manan menyatakan 
bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 2945 

20 Notonagoro, Politik Hukum Dan Pembangunan Hukum Agraria Di Indonesia (Jakarta: Bina Aksara 
Anggota IKAPI, 1984).,hlm.99. 
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merupakan dasar konstitusional HMN atas bumi, air dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. “Hak Menguasai 
Negara” yang didasarkan atas konstitusi tersebut “dipergunakan 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kedua kaidah itu 
tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, keduanya merupakan 
satu kesatuan yang sistematik. Jadi HMN lebih bersifat 
instrumental, sedangkan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat merupakan suatu tujuan (objectives).21  

b. Teori Kewenangan: Penggunaan teori kewenangan dalam 
penulisan hukum ini didasari atas adanya tarik ulur kewenangan 
yang terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah 
otonom. Kewenangan mempunyai 3 (tiga) ciri pokok, yaitu: (1) 
harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan; (2) 
berdasarkan kewenangan yang dimiliki, maka seorang subyek 
hukum wajib mematuhi segala hal yang diperintahkan atau 
diatur oleh pemegang kewenangan; dan (3) kewenangan 
menimbulkan hubungan hukum antara yang memerintah dan 
yang diperintah. Dengan demikian, legitimasi menjadi hal 
mutlak bagi seorang subyek hukum agar dapat menjalankan 
kewenangannya.22 Secara teoritik, kewenangan yang bersumber 
dari peraturan perundang-undangan, diperoleh melalui 3 (tiga) 
cara yaitu: atribusi, delegasi dan mandat. Daerah otonom 
sebagai satuan jabatan pemerintahan diberikan dan memiliki 
wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan 
teori kewenangan, secara atribusi, daerah otonom memperoleh 
kewenangan yang berasal dari undang-undang, dalam hal ini 
undang-undang tentang pemerintahan daerah dan undang-
undang sektoral lain yang substansinya mengatur kewenangan 
daerah otonom. Secara delegasi, kewenangan diperoleh pada 

21 Fendri Azmi, Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan 
Sumber Daya Mineral Dan Batu Bara, 1st ed. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016).,hlm.126. 
22 HR Ridwan, Hukum Administrasi Negara, 11th ed. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014)..hlm.92-
94. 
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saat daerah otonom melaksanakan urusan pemerintah pusat yang 
berlokasi di wilayahnya, dalam hal ini berupa tugas pembantuan. 
Selain itu, daerah otonom memiliki kewenangan yang muncul 
karena prakarsa dan inisiatif sendiri, seiring dengan kebebasan, 
kemandirian, potensi serta kekhasan sendiri.23 Secara keilmuan, 
daerah otonom menampakan dirinya dalam 2 (dua) kedudukan 
hukum yakni sebagai badan hukum publik dan sebagai badan 
lingkungan jabatan (ambt) tingkat daerah. Dengan demikian, 
daerah otonom dapat melakukan tindakan hukum yang disebut 
tindakan hukum publik (publiek rechtshandeling) dan tindakan 
hukum privat (privaat rechtshandeling).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 Disarikan dari.,Ridwan, Hukum Administrasi Di Daerah, ed. Ni’matul Huda, Pertama (Yogyakarta: 
FH UII Press, 2009).,hlm.67. 
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BAB III 
FORMAT HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT  
DENGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG  

SUMBER DAYA ALAM 
 

A. Format Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
Masa Berlaku Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah  

Pada saat berlaku UU Nomor 32 Tahun 2004 format hubungan 
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang dianut adalah sistem 
otonomi nyata (riil).24  Sistem otonomi nyata (riil) adalah suatu prinsip 
untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, 
wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk 
tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan 
daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak 
selalu sama dengan daerah lain.25 Disebut “nyata” karena sistem rumah 
tangga daerah didasarkan kepada keadaan dan faktor-faktor yang nyata. 
Tresna menyebut sistem ini mengambil jalan tengah, yakni jalan tengah 
antara sistem rumah tangga formal dan sistem rumah tangga material.26  

Selanjutnya, dalam penjelasan umum UU Nomor 32 Tahun 2004 
disebutkan bahwa prinsip otonomi daerah yang digunakan dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah prinsip otonomi seluas-luasnya. 
Prinsip ini mengandung arti bahwa pemerintah daerah diberikan 
kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan, diluar 
yang menjadi urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki 

24 Bila dibandingkan dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 format yang digunakan adalah sistem rumah 
tangga formil. Sistem ini tidak merinci pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun, memberikan keleluasaan yang seluas-luasnya 
kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan menjadikan urusan 
tersebut sebagai urusan rumah tangga daerah. Saat berlaku UU No 22 Tahun 1999 rumusan otonomi 
daerah berbunyi “kewenangan daerah otonom untuk mengatur kepentingan masyarakat atas prakarsa 
sendiri”. Penggunaan kata “kewenangan” berarti daerah diberi keleluasaan untuk menyelenggarakan 
kewenangannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penggunanan kata “kewenangan” 
diikuti dengan kata “bidang”, yakni bidang pemerintahan. 
25  Penjelasan umum,.huruf b.,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 
Daerah.,hlm.71. 
26 Manan Bagir, Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945.,hlm.30. 
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kewenangan membuat kebijakaan daerah untuk pelayanan, peningkatan 
peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada 
peningkatan kesejahteraan rakyat.27  Terdapat pula formulasi pembagian 
urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan 
pemerintahan umum yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004.  

Namun, implementasi pembagian urusan pemerintahan tersebut tidak 
mampu memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk 
melaksanakan urusan-urusan pemerintahannya secara baik. Dalam rangka 
merealisasikan segala macam urusan-urusan pemerintahan yang telah 
ditetapkan, pemerintah daerah masih memerlukan persetujuan dari 
pemerintah pusat.28 Urusan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam UU 
Nomor 32 Tahun 2004, kemudian “dikunci” pemerintah pusat dengan 
menerbitkan berbagai kebijakan (dalam bentuk Peraturan Pemerintah, 
dan/atau Perpres) yang pada akhirnya mempersempit ruang gerak 
pemerintah daerah untuk mengatur urusan yang telah ditetapkan dalam 
UU No 32 Tahun 2004. 

Kondisi ini tidak sejalan dengan makna otonomi nyata (riil) yang 
dianut sebab organ-organ pemerintah daerah memiliki kewenangan 
limitatif sehingga tidak memungkinkan bagi pemerintah daerah untuk 
mengatur dan mengurus urusannya secara leluasa sejalan dengan 
kebutuhan daerah.  

Berkaitan dengan obyek penelitian ini yakni pengelolaan SDA Mineral 
dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak secara 
eksplisit menyebutkan kewenangan pemerintah pusat di bidang 
pertambangan mineral dan batu bara. Urusan energi dan sumber daya 
mineral masuk menjadi urusan pemerintah pusat dan dipertegas dalam 
Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007, yang 
menyebutkan 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan yang salah 
satunya adalah bidang energi dan sumber daya mineral. Adapun urusan 

27 Lihat,.Penjelasan Umum,.huruf b.,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 
Daerah.,hlm.71. 
28 Nurbaningsih Enny, Problematika Pembentukan Peraturan Daerah:Analisis Wewenang Mengatur 
Dalam Era Otonomi Luas.,hlm.5. 
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bidang energi dan sumber daya mineral ini merupakan urusan pemerintah 
yang dibagi bersama antar tingkatan dan/susunan pemerintahan.29 Dengan 
demikian pemerintah daerah tidak memiliki kuasa untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral 
secara mandiri. 

Saat berlaku UU Nomor 32 Tahun 2004, penyelenggaraan SDA 
Mineral dan Batubara diatur pula dalam undang-undang sektoral yakni 
UU Nomor 4 Tahun 2009. Pada masa UU No 4 Tahun 2009, pengelolaan 
SDA mineral dan batubara dilaksanakan secara konkuren antara 
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memiliki 
kewenangan dalam menetapkan kebijakan nasional, sementara 
pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan 
dalam pelaksanaan kebijakan tersebut di wilayahnya masing-masing. 
Pemerintah daerah dilibatkan dalam proses pemberian perizinan 
pertambangan, pengelolaan, dan pengawasan. 
B. Format Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

Bidang Sumber Daya Alam Pada Masa Berlaku UU Nomor 23 
Tahun 2014  

Pada saat berlakunya UU No 23 Tahun 2014, sistem otonomi nyata 
(riil) tidak lagi dinyatakan secara tegas dalam UU No 23 Tahun 2014, 
karena yang ditekankan adalah otonomi yang seluas-luasnya berdasarkan 
konsep negara kesatuan.30  Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tertuang 
rincian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, 
pemerintah provinsi dan kabupaten /kota. 

Terdapat pembagian urusan pemerintahan konkuren, baik berupa 
urusan pemerintahan wajib maupun urusan pemerintahan pilihan dalam 
Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan. Dalam implementasinya, apabila ada pemerintah daerah yang 

29 Lihat,.Pasal 2 ayat (4) huruf bb.,“Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota” (2007), file:///C:/Users/USER/Downloads/PP 38 Tahun 2007.pdf.,hlm.5.
30 Nurbaningsih Enny, Problematika Pembentukan Peraturan Daerah:Analisis Wewenang Mengatur 
Dalam Era Otonomi Luas.,hlm.5. 
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B. Format Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

Bidang Sumber Daya Alam Pada Masa Berlaku UU Nomor 23 
Tahun 2014  

Pada saat berlakunya UU No 23 Tahun 2014, sistem otonomi nyata 
(riil) tidak lagi dinyatakan secara tegas dalam UU No 23 Tahun 2014, 
karena yang ditekankan adalah otonomi yang seluas-luasnya berdasarkan 
konsep negara kesatuan.30  Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tertuang 
rincian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, 
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Terdapat pembagian urusan pemerintahan konkuren, baik berupa 
urusan pemerintahan wajib maupun urusan pemerintahan pilihan dalam 
Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan. Dalam implementasinya, apabila ada pemerintah daerah yang 

29 Lihat,.Pasal 2 ayat (4) huruf bb.,“Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota” (2007), file:///C:/Users/USER/Downloads/PP 38 Tahun 2007.pdf.,hlm.5.
30 Nurbaningsih Enny, Problematika Pembentukan Peraturan Daerah:Analisis Wewenang Mengatur 
Dalam Era Otonomi Luas.,hlm.5. 

 

menghendaki mengatur di luar urusan yang telah ditetapkan tersebut harus 
menunggu terlebih dahulu persetujuan pemerintah pusat setelah 
memenuhi kriteria yang ditentukan. Adanya mekanisme ini merupakan 
wujud pengawasan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan daerah.31 

Situasi di atas berdampak pada penyelenggaraan SDA mineral, 
batubara dan panas bumi diuraikan sebagai berikut:  
1. Pengelolaan SDA bidang pertambangan, mineral dan panas bumi, 

masuk dalam klasifikasi urusan konkuren, yakni urusan yang dibagi 
antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dan tidak 
lagi sampai ke daerah kabupaten/kota; 

2. Pengelolaan SDA bidang pertambangan mineral, batubara dan panas 
bumi, pemerintah pusat memiliki peran dalam menetapkan kebijakan 
umum, standar dan teknis serta melakukan pembinaan serta 
pengawasan terhadap pengelolaan SDA. Sementara itu pemerintah 
daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus SDA di wilayahnya 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dalam hal 
ini undang-undang tentang pertambangan dan mineral). 

3. Pemerintah pusat menetapkan NSPK yang digunakan sebagai alat 
untuk mengukur dan menilai kualitas pelaksanaan pemerintahan 
pemerintahan daerah, khususnya dalam bidang perizinan SDA mineral 
dan batubara; 
Format hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, 

khususnya SDA Panas Bumi pada saat berlakunya UU No 23 Tahun 2014 
dan Undang-Undang No 21 Tahun 2014 diuraikan sebagai berikut: 
1. Melalui UU No UU No 21 Tahun 2014, pengelolaan SDA panas bumi 

yang tempat kegiatan/lokasinya berada di wilayah 
provinsi/kabupaten/kota, kewenangan lebih besar berada di tangan 
pemerintah pusat dibanding pemerintah daerah. Kewenangan ini 

31 Nurbaningsih Enny.,hlm.6. 
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dimanfaatkan untuk mengelola energi panas bumi untuk pembangkit 
listrik demi memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut; 

2. Kewenangan penyelenggaraan panas bumi oleh pemerintah pusat 
dilaksanakan dalam rangka menjamin keberlanjutan dan ketahanan 
energi nasional serta efisiensi dan efektivitas panas bumi untuk 
pemanfaatan tidak langsung; 

3. Kewenangan pemerintah daerah dalam memanfaatkan energi panas 
bumi, dapat dilakukan dengan memanfaatkan secara langsung, antara 
lain untuk tujuan pariwisata, keperluan industri kecil dan agrobisnis 
yang langsung menggunakan energi panas bumi; 

4. Secara teoritis, pengelolaan energi panas bumi di Indonesia saat ini, 
mencerminkan pola hubungan pusat dan daerah yang bersifat 
campuran antara devolusi dan dekonsentrasi, dengan kecenderungan 
dominasi pusat melalui kontrol kebijakan, pengawasan, dan 
standarisasi urusan pemerintahan. Di satu sisi, hal ini memperkuat 
efektivitas pemerintahan dalam mencapai tujuan pembangunan 
nasional secara seragam, namun di sisi lain juga menimbulkan 
berbagai persoalan implementasi, seperti tumpang tindih kewenangan, 
lemahnya kapasitas sumber daya di daerah, hingga terbatasnya ruang 
inovasi kebijakan di tingkat lokal; 

5. Konsekuensi logis dari format ini adalah munculnya fenomena yang 
disebut sebagai recentralisasi terselubung, yaitu praktik di mana 
pemerintah pusat kembali mengambil kendali penuh atas urusan 
penyelenggaraan panas bumi dengan alasan “kepentingan strategis 
nasional”. 

6. Dalam konteks hukum tata negara, format hubungan pusat dan daerah 
ini mencerminkan prinsip dasar dari negara kesatuan dengan model 
functional decentralization, di mana pembagian kewenangan 
dilakukan berdasarkan logika efisiensi pelayanan publik dan 
kepentingan nasional. Prinsip zelfbestuur dan medebewind 
sebagaimana dikenal dalam literatur hukum administrasi menjadi 
pijakan untuk menjelaskan relasi antara daerah sebagai entitas otonom 
dan pusat sebagai entitas pengendali sistem nasional. 
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BAB IV 
PENARIKAN KEWENANGAN BIDANG  

SUMBER DAYA ALAM OLEH PEMERINTAH PUSAT 
 

Pada bab IV ini, penulis menguraikan sejumlah indikator yang 
digunakan pemerintah pusat untuk menarik kewenangan bidang SDA, 
yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Kata “indikator” yang 
digunakan dalam penulisan ini, merujuk pada Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI) online, berarti: sesuatu yang dapat memberikan 
(menjadi) pe-tunjuk atau keterangan. Secara lebih detail KBBI juga 
mendefinisikan indikator sebagai sesuatu yang menjadi dasar atau 
landasan, patokan atau acuan dalam melakukan sesuatu, baik itu dalam 
perencanaan, pengukuran maupun evaluasi.32  
A. Indikator Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
1. Prinsip Kepentingan Strategis Nasional 

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terkait 
klasifikasi urusan pemerintahan konkuren yang sebelumnya hanya 
didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas, maka di 
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ditambahkan satu prinsip, 
yakni prinsip kepentingan strategis nasional. Lebih detail, dalam Pasal 9 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut berbunyi: 

Terkait prinsip kepentingan strategis nasional, terdapat dalam Pasal 13 
ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berbunyi: 
Ayat (1): Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada 
prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta 
kepentingan strategis nasional. 

Ayat (2): Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
pemerintah pusat adalah: 
a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi 

atau lintas negara; 

32 Lihat, arti kata Indikator..sumber: https://kbbi.web.id/indikator diakses tanggal 08 Juli 2024. 
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b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah 
provinsi atau lintas negara; 

c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya 
lintas Daerah provinsi atau lintas negara; 

d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya 
lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; 
dan/atau  

e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi 
kepentingan nasional. 

Berdasarkan penjelasan Pasal 13 ayat (2) huruf e di atas, yang 
dimaksud dengan “prinsip kepentingan strategis nasional” adalah 
penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan 
pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, 
menjaga kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, 
pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur 
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip kepentingan 
strategis nasional tersebut, dijadikan alasan utama pemerintah pusat untuk 
membangun infrastruktur (di daerah) agar bisa menjadi penggerak 
ekonomi. Pemerintah pusat kemudian mengambil alih peran menjadi 
lokomotif ekonomi termasuk penugasan kepada Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN), yang kemudian dikenal dengan sebutan Proyek 
Strategis Nasional (PSN).  
a. Manfaat PSN Bagi Pemerintah Daerah  

Secara umum, apabila dilihat dari aspek kemampuan keuangan daerah, 
dengan hadirnya PSN yang terutama pembiayaannya bersumber dari 
APBN, sangat membantu pemerintah daerah mengatasi persoalan 
pembangunan infrastruktur dasar yang dihadapinya. Pembangunan 
infrastruktur jalan, pendidikan, jembatan, food estate (mekanisasi 
pertanian), bendungan, akses air bersih, sanitasi, jalan tol, pelabuhan, 
dermaga penyeberangan, bandara, jalur kereta api, pembangkit listrik, 
transportasi pendukung sistem logistik nasional, jaringan jalan kota, dan 
aksesibilitas energi dapat membantu pemerintah daerah membuka peluang 
ekonomi baru yang berdampak pada peningkatkan pertumbuhan ekonomi. 
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dengan hadirnya PSN yang terutama pembiayaannya bersumber dari 
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Lebih mendalam, selain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di 
daerah, manfaat PSN bagi pemerintah daerah antara lain: 
1. Barang Publik Daerah di Indonesia: hasil dari PSN adalah barang 

publik yang disediakan pemerintah pusat untuk masyarakat, dengan 
kriteria dasarnya adalah, apabila RPJMD, Rencana Strategis Sektor 
Infrastruktur, RT/RW suatu daerah provinsi, kabupaten/kota telah 
sesuai dengan RPJMN. Faktor lain, tentunya karena lokasi 
pembangunan PSN tersebut berada di daerah provinsi, 
kabupaten/kota tersebut; 

2. Pendanaan Barang Publik: Mekanisme pendanaan setiap PSN 
ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pembangunan PSN dapat 
dilaksanakan oleh kementerian/lembaga atau badan usaha. 
Pendanaan PSN dapat bersumber dari APBN, APBD, Badan Usaha 
(mekanisme kerja sama pemerintah dengan badan usaha), 
BUMN/BUMD dan/atau sumber pendanaan lain yang sah. PSN 
menggunakan dana APBN dan mekanisme lain di luar APBN, 
misalnya melalui mekanisme kerja sama pemerintah dengan badan 
usaha, pembiayaan infrastruktur non anggaran dan konsep Limited 
Concession Scheme (LCS).33 

3. Pembiayaan Anggaran: pemerintah pusat melalui Kementerian 
Keuangan memiliki lembaga pemerintah yang bertugas khusus untuk 
membiayai PSN yang disebut Lembaga Manajemen Aset Negara 
(LMAN). LMAN merupakan satuan kerja berbentuk Badan Layanan 
Umum (BLU) yang bertugas mengelola aset negara dengan pola 
pengelolaan BLU.34 

33 Limited Concession Scheme atau konsesi terbatas adalah mekanisme pembiayaan alternatif untuk 
pembangunan PSN di mana pihak swasta diberikan hak pengelolaan dan monetisasi aset infrastruktur 
untuk jangka waktu tertentu, namun tanpa kepemilikian penuh atas aset tersebut. Uang yang diperoleh 
pemerintah dari penjualan konsesi tersebut dapat digunakan pemerintah untuk membangun 
infrastruktur lain.,Lihat.,“KPPIP:Hak Kelola Proyek Yang Sudah Beroperasi Bisa Dijual Ke Swasta,” 
kumparan.com, 2018, https://kumparan.com/kumparanbisnis/kppip-hak-kelola-proyek-yang-sudah-
beroperasi-bisa-dijual-ke-swasta/full., diakses 7 Juli 2025. 
34  Setyawan, Dwianto, “Menjaga Keberlanjutan PSN: Strategi Efektif Dalam Menyeimbangkan 
Pembangunan Dan Efisiensi,” https://www.djkn.kemenkeu.go.id, 2025, 
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/17514/Menjaga-Keberlanjutan-PSN-Strategi-Efektif-
dalam-Menyeimbangkan-Pembangunan-dan-Efisiensi.html.,hlm.1., diakses 7 Juli 2025. 
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4. Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah: PSN bertujuan 
untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan 
daya saing daerah tersebut di tingkat nasional maupun global. 

5. Efisiensi Belanja Daerah: hadirnya PSN yang pembiayaannya 
didukung pemerintah pusat berdampak pada keleluasaan pemerintah 
daerah untuk mengalokasikan APBDnya demi sektor lain yang 
penting bagi masyarakat; 

6. Percepatan Pembangunan: PSN dapat mempercepat proses 
pembangunan di daerah karena adanya dukungan dari pemerintah 
pusat dan swasta. 

b. Dampak PSN Bagi Masyarakat 
1) Dampak Positif 

Sejalan dengan proyek pembangunan infrastruktur, hilirisasi di bidang 
industri menjadi sektor prioritas di masa pemerintahan Presiden Joko 
Widodo. Hilirisasi diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan 
daerah dan berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat di 
sekitarnya. PSN dalam bidang pengelolaan SDA, jumlahnya lebih banyak 
dari bidang lain, disusul pengadaan infrastruktur di bidang energi. Proyek 
terbanyak selanjutnya diikuti oleh infrastruktur untuk wilayah dan 
kawasan industri/pariwisata, transportasi serta pembangunan jalan dan 
jembatan.35 

Pelaksanaan PSN yang dilaksanakan sejak tahun 2016 sampai saat ini, 
menimbulkan reaksi pro dan kontra, termasuk apa saja dampak posistif 
dan dampak negatif yang diterima masyarakat selama perencanaan, 
pelaksanaan dan hasil pembangunan PSN di daerah/lintas daerah 
provinsi/kabupaten/kota. Beberapa manfaat PSN bagi kepentingan 
masyarakat, antara lain: 
1. Memperkokoh keadilan sosial. Kehadiran PSN memberikan rasa 

keadilan bagi masyarakat yang berada di daerah Tertinggal, 
Terdepan dan Terluar (3T). Misalnya, di Provinsi NTT, hadirnya 

35  Rasunnah, ANM., et al., “Proyek Strategis Nasional:Kepentingan (Si)Apa? Catatan Kritis 
Implementasi PSN 2016-2024” (Yogyakarta, 2024), https://nalarinstitute.com/proyek-strategis-
nasional-kepentingan-siapa/.,hlm.10., diakses 25 April 2025. 
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sejumlah bendungan menjadi kunci pembangunan karena wilayah 
ini memiliki curah hujan lebih rendah dibanding daerah lain. 
Proyek Pembangunan bendungan di Provinsi NTT, antara lain: 
Bendungan Temef, Bendungan Raknamo, Bendungan Rotiklot, 
Bendungan Napun Gete, Bendungan Manikin, Bendungan 
Kolhua dan Bendungan Mbay yang memberikan manfaat bagi 
perbaikan irigasi pertanian, penyediaan air bersih, pengendalian 
banjir, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan potensi 
pariwisata baru.36 

2. PSN pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Batam 
dan Pulau Bintan di Kepulauan Riau dan Pembangunan Jalan Tol 
Trans Sumatera (JTTS) yang mencakup wilayah Provinsi 
Sumatera Utara, Provinsi Riau dan Provinsi Aceh. Pembangunan 
PSN ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat seperti: 
meningkatkan waktu tempuh, meningkatkan efisiensi logistik, 
dan membuka lapangan pekerjaan.37 

3. Pembangunan Jalan Trans Papua sepanjang 3.462 kilometer yang 
membentang dari Sorong di Provinsi Papua Barat sampai wilayah 
Merauke di Provinsi Papua Selatan. Pembangunan jalan ini telah 
meningkatkan konektivitas antar kabupaten, menekan biaya dan 
harga logistik kebutuhan pokok (mengurangi indeks kemahalan) 
serta membuka akses ke berbagai daerah terpencil.38 

36  Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum, “Tingkatkan Tampungan Air Di NTT, 
Kementerian PUPR Selesaikan Pembangunan Bendungamn Temef,” pu.go.id, 2024, 
https://pu.go.id/berita/tingkatkan-tampungan-air-di-ntt-kementerian-pupr-selesaikan-pembangunan-
bendungan-temef#:~:text=Kehadiran bendungan ini akan memberikan,penyediaan air baku”%2C 
ujarnya.,hlm.1., diakses 23 April 2025. 
37  “Wamenkeu:Pembangunan Jalan Tol Berikan Manfaat Langsung Bagi Masyarakat,” 
kemeneku.go.id, 2022, https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-
utama/Pembangunan-Jalan-Tol-Berikan-Manfaat.,hlm.1., diakses 21 Juli 2025 
38 Rudi Alsadad & Meiliana Diamanty, “Sederet Fakta Fakta Jalan Trans-Papua, Panjangnya 4 Kali 
Lipat Jarak Jakarta-Surabaya,” Kompas.Com, December 20, 2021, 
https://nasional.kompas.com/read/2021/12/20/08060251/sederet-fakta-jalan-trans-papua-
panjangnya-4-kali-lipat-jarak-jakarta.,hlm.1., diakses 21 Juli 2025. 
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4. PSN berupaya mengurangi kesenjangan pembangunan antara 
wilayah barat dan wilayah timur Indonesia, memastikan 
pembangunan tidak hanya terpusat di satu wilayah.39 

2) Dampak Negatif 
PSN memang memiliki tujuan mulia, yakni meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi, memajukan kesejahteraan masayarakat dan 
memberantas kemiskinan. Namun, dalam kenyataannya, terdapat dampak 
sosial dan dampak lingkungan yang dialami masyarakat setempat. Catatan 
Nalar Institute, menyebutkan antara lain: Pertama, PSN pengolahan Nikel 
seluas ± 3.500 hektare di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara 
yang mampu meningkatkan investasi dan ekonomi daerah tersebut di atas 
rata-rata ekonomi nasional mencapai 6,09 persen pada tahun 2022. 
Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut tidak berbanding lurus dengan 
tingkat perekonomian warga. Dampak negatif dialami warga seperti: 
tingginya konflik agraria, permasalahan ganti rugi lahan, dan terancamnya 
kehidupan masyarakat adat; Kedua, Dampak lingkungan. Dampak ini 
berupa kerusakan sumber daya alam hayati, yaitu kerusakan ekosistem 
hutan, gambut dan menyempitnya ruang terbuka hijau.40 

Terkait pembangunan PSN bidang energi panas bumi, terdapat 
berbagai penolakan masyarakat adat di berbagai daerah, antara lain dari 
masyarakat adat Desa Poco Leok di Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT 
yang menolak rencana perluasan kawasan PLTP Ulumbu. Penolakan juga 
dilakukan oleh warga Padarincang di Provinsi Banten, tepatnya di kaki 
Gunung Gede Pangrango. Warga khawatir kehadiran PLTP akan 
menghilangkan penghasilan warga lokal akibat alih fungsi lahan. 41 
Penolakan lain berasal dari seorang Uskup Agung di Kabupaten Ende 
Provinsi NTT, yakni pada tanggal 15 Maret 2025, secara tegas 
menyatakan sikap menolak pembangunan proyek PLTP Sokoria, yang 

39 Wahyuni Eka, “Proyek Strategis Nasional Prioritaskan Kemajuan, Ini Agenda 2025!,” patigeni.com, 
accessed August 24, 2025, https://patigeni.com/proyek-strategis-nasional/.,diakses 24 Agustus 2025. 
40  Rasunnah, ANM., et al., “Proyek Strategis Nasional:Kepentingan (Si)Apa? Catatan Kritis 
Implementasi PSN 2016-2024.”.,hlm.12-15. 
41 Pardamean Yogi Martin, “Tolak Pengembangan Geothermal Puluhan Warga Demo Di Kementerian 
ESDM.” 
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merupakan wilayah Keuskupan Agung Ende (KAE). Penolakan ini 
dilakukan setelah Uskup Ende bertemu dan mendapat pengaduan dari 
masyarakat adat setempat. Masyarakat menolak karena terbatasnya 
wilayah pemukiman dan pertanian warga sebab kondisi geografis 
wilayahnya terdiri atas gunung dan bukit. Dampak lain yang dikuatirkan 
antara lain potensi kerusakan sumber permukaan air tanah dan kerusakan 
ekosistem.42 
c. Dampak PSN: Relasi Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah 

Analisis penulis, terhadap indikator yang digunakan pemerintah pusat 
dalam melaksanakan kewenangan bidang SDA yang merupakan urusan 
pemerintahan konkuren, telah memberikan dampak positif dan dampak 
negatif bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Berdasarkan urusan 
pemerintahan konkuren ini, apabila ditinjau dari konsep negara kesatuan, 
maka kekuasaan tertinggi berada pada pemerintah pusat. Pemerintah 
daerah tidak memiliki wewenang legislatif dalam menyusun suatu 
undang-undang, yang dalam konteks ini telah diatur urusan konkuren 
bidang SDA dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.   

Oleh karena itu, karena merupakan urusan konkuren, maka pemerintah 
daerah tidak dapat berkreatifitas atau mandiri dalam pengelolaan SDA, 
hanya bisa menunggu arahan (perintah) pemerintah pusat sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, dalam konsep 
negara kesatuan, kekuasaan yang dimiliki pemerintah pusat merupakan 
kemampuan untuk memaksakan kehendak. Dalam hukum, wewenang 
sekaligus hak dan kewajiban (rechten en plichten), yang dalam kaitannya 
dengan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, hak 
mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur kekuasaan sendiri 
(selfregelen) dan mengelola sendiri (self besturen). Sedangkan kewajiban 
mempunyai 2 (dua) pengertian, yakni horizontal dan vertikal. Secara 
horizontal, berarti kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan 
sebagaimana mestinya. Wewenang dalam pengertian vertikal adalah 
beberapa kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib 

42 Pramita Dini, “Uskup Agung Ende Tolak Proyek PLTP Di Wilayah KAE.” 
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ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan43, atau yang biasa disebut 
ikatan NKRI. 

Berkaitan dengan urusan konkuren ini, dapat dikatakan bahwa 
pemerintah pusatlah yang paling bertanggung jawab dalam memenuhi 
tujuan asli negara (original), tujuan utama negara (primary) dan tujuan 
langsung negara (intermediate). Tujuan-tujuan tersebut adalah untuk 
melakukan pemeliharaan, ketertiban, keamanan dan keadilan. Dalam 
perkembangannya, negara (dalam hal ini: pemerintah pusat) juga dituntut 
untuk memenuhi tujuan yang lain, misalnya mengutamakan kebahagiaan 
individu, memelihara kepentingan bersama, membantu kemajuan 
nasional, menyediakan infrastruktur, mengutamakan kepentingan 
bersama dari seluruh individu, dan tujuan negara dalam bidang peradaban 
(civilization). Oleh karenanya, dalam konteks relasi pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah dalam pengendalian SDA, merupakan cara pemerintah 
pusat untuk memastikan pembangunan di bidang ekonomi, pengelolaan 
SDA, bidang pendidikan dan bidang lainnya, harus beriringan dengan 
konsep negara Indonesia sebagai negara hukum dengan mengutamakan 
kesejahteraan masyarakatnya.44  

Bagi pemerintah pusat, pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
didasarkan pada prinsip akuntabiltas, efisiensi dan eksternalitas serta 
kepentingan strategis nasional dan/atau kriteria urusan pemerintahan 
yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional yang secara konkrit 
dalam bentuk PSN merupakan cara untuk “meningkatkan kesejahteraan 
rakyat”.  

Terdapat pula “kuasa” pemerintah pusat menetapkan dasar moral untuk 
menegaskan klaim atas PSN setidaknya dalam 2 (dua) bentuk yakni: 
kepentingan umum dan produk kebijakan teknokratik yang apolistis. 
Padahal, secara konseptual, kepentingan umum merupakan hal yang sulit 

43 Hariyanto, “Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Berdasarkan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia,” Volksgeist:Jurnal Ilmu Hukum & Konstitusi 3, no. 29 
Desember (2020), https://doi.org/https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184.,hlm.107,.diakses 27 
Juli 2025. 
44 Tiopan, Demsion & Adigracia Estevien Gracia, “Urgensi Kebijakan Percepatan Pembangunan PSN 
Dikaitkan Asas Kemanfaatan, Asas Kepastian Hukum & Asas Good Governance.”,.hlm.1. 
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untuk dijelaskan ukuran dan kriterinya, yang oleh Roscoe Pound 
kepentingan umum (public interest) merupakan salah satu dari tiga 
kepentingan yang ada dalam masyarakat yang merupakan “klaim dari 
negara”. 45   Dalam konteks PSN, dengan melekatkannya sebagai 
pembangunan untuk kepentingan umum, maka PSN harus dilihat sebagai 
kebijakan negara yang akan melayani kepentingan semua orang. Melekat 
dalam klaim “kepentingan umum” ini adalah cara pandang konsekualis 
dimana ia bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat, menyediakan 
lapangan pekerjaan hingga pemerataan ekonomi antar wilayah. Pada titik 
ini, setiap warga negara diarahkan untuk memberikan persetujuan pasif 
atas PSN dengan asumsi bahwa ia akan menerima manfaat dari 
pembangunan ekonomi melalui PSN.46 

Pelaksanaan PSN dapat berdampak buruk bagi relasi pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah, dalam artian apabila terjadi aksi protes atau 
penolakan oleh masyarakat yang terdampak langsung akibat 
pembangunan PSN. Kondisi ini menyebabkan terjadi “ketegangan baru”, 
yang dapat memperburuk relasi antara gubernur, bupati/walikota dengan 
masyarakatnya.  Dengan demikian maka seorang gubernur, 
bupati/walikota, suka atau tidak suka harus berhadap-hadapan dengan 
masyarakat, berupaya menjelaskan, mencari solusi dan bahkan tidak 
sedikit yang beralasan bahwa keputusan pembangunan PSN, merupakan 
inisiatif atau program utama pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
“hanya mengikuti perintah”.  

Relasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama dalam 
melaksanakan prinsip kepentingan strategis nasional dengan kriteria 
urusan pemerintahan yang strategis bagi kepentingan nasional tersebut, 
tidak boleh menabrak atau bertentangan dengan prinsip negara hukum 
Indonesia. Paling tidak terdapat beberapa prinsip negara hukum yang 
harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembangunan PSN. Hal ini penting 
mengingat pelaksanan PSN dapat berdampak buruk bagi relasi pemerintah 

45 Wardana, Agung & Darmawardana Aribawa Dzaki, “Pembangunan Sebagai Proses Eksklusi:Kajian 
Hukum Dan Ekonomi Politik Atas Proyek Strategis Nasional.”,.hlm.273. 
46 Wardana Agung & Darmawardana Aribawa Dzaki.,hlm.273. 
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pusat dengan pemerintah daerah serta antar masyarakat dengan 
pemerintah daerah. Beberapa prinsip negara hukum yang wajib dipenuhi 
tersebut, yakni: Prinsip Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia 
(HAM), Prinsip Kelestarian Lingkungan Hidup, Prinsip Keadilan Sosial, 
Prinsip Non Diskriminatif, Prinsip Pengusahaan oleh Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) 
2. Sanksi Administratif Bagi Kepala Daerah Dalam Undang-

Undang No 23 Tahun 2014  
Dalam rangka mendukung dan menyukseskan pelaksanaan urusan 

konkuren, khususnya pembangunan PSN, maka kepala daerah dan wakil 
kepala daerah diberi kewajiban untuk melaksanakan PSN. 47  Selain 
kewajiban, seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah berpotensi 
dikenakan sanksi, apabila tidak melaksanakan PSN. Menurut penulis, 
aturan sanksi bagi kepala daerah ini merupakan salah satu indikator yang 
dilakukan pemerintah pusat untuk menyisipkan kepentingannya demi 
suksesnya pelaksanaan PSN. Pemerintah pusat membutuhkan kepastian 
hukum dalam bentuk “urusan bersama” terutama dari gubernur, bupati dan 
walikota agar mendukung kepentingan strategis nasional. 

Peran kepala daerah dalam melaksanakan PSN diatur dalam Perpres 
No 3 Tahun 2016 tentang Percepatan PSN, antara lain: pertama, sebagai 
pelaksana PSN48; kedua, memberikan perizinan dan non perizinan yang 
diperlukan dalam rangka pelaksanaan PSN dengan kewenangannya; 49 
ketiga, menyelesaikan penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi, tata 
ruang wilayah kabupaten/kota, dan/atau rencana zonasi wilayah pesisir 
dan pulau-pulau kecil;50 keempat, menyediakan tanah untuk pelaksanaan 

47  Lihat.,Pasal 67 huruf f.,Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 
2014.,hlm.29. 
48 Lihat.,Pasal 1 angka 1., “Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan 
Proyek Strategis Nasional” (2016), 
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56a5e608e8c04/peraturan-presiden-nomor-3-
tahun-2016/.,hlm.1. 
49  Lihat.,Pasal 3.,Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek 
Strategis Nasional.,hlm.2. 
50  Lihat.,Pasal 20.,Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek 
Strategis Nasional.,hlm.8. 
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47  Lihat.,Pasal 67 huruf f.,Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 
2014.,hlm.29. 
48 Lihat.,Pasal 1 angka 1., “Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan 
Proyek Strategis Nasional” (2016), 
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56a5e608e8c04/peraturan-presiden-nomor-3-
tahun-2016/.,hlm.1. 
49  Lihat.,Pasal 3.,Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek 
Strategis Nasional.,hlm.2. 
50  Lihat.,Pasal 20.,Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek 
Strategis Nasional.,hlm.8. 

 

PSN;51  kelima, melaksanakan percepatan pengadaan barang/jasa dalam 
rangka pelaksanaan PSN; 52  keenam, menyelesaikan hambatan dan 
permasalahan di bidangnya dalam pelaksanaan PSN 53  dan Ketujuh, 
menyelesaikan permasalahan hukum dalam PSN.54  
B. Indikator dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara 

Pada masa berlaku Undang-Undang No 23 Tahun 2014—terkait 
pengelolaan pertambangan dan mineral yang diatur dalam Undang-
Undang No 4 Tahun 2009 sebagai undang-undang sektoral, mengalami 
beberapa kali perubahan. Perubahan tersebut tertuang dalam Undang-
Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 
(selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020) dan 
selanjutnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan 
Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2025). 
1. Indikator Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020  

Kehadiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menyebabkan 
terjadinya penarikan kewenangan oleh pemerintah pusat yang diuraikan 
secara spesifik di bawah ini, antara lain: 
a) Berdasarkan Naskah Akademik (NA) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2020, pemerintah daerah dinilai tidak maksimal dalam penyelengaraan 
bidang pertambangan. Sebagian besar pemerintah daerah hanya fokus 
terhadap sarana untuk peningkatan pendapatan daerah dan seolah 
mengabaikan aspek pemberdayaan sosial masyarakat dan 
perlindungan lingkungan dalam setiap pengelolaan SDA.  Buruknya 
pengelolaan perizinan dan pengawasan yang mengakibatkan 

51  Lihat.,Pasal 21.,Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek 
Strategis Nasional.,hlm.8-9. 
52  Lihat.,Pasal 27.,Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek 
Strategis Nasional..hlm.10-11. 
53  Lihat.,Pasal 28.,Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek 
Strategis Nasional.,hlm.11. 
54  Lihat.,Pasal 31.,Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek 
Strategis Nasional.,hlm.12. 
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kerusakan lingkungan serta konflik berkepanjangan antara pemilik izin 
dan masyarakat setempat yang menambah carut marutnya urusan 
bidang pertambangan di daerah.55  

b) Penguasaan atas mineral dan batubara (Minerba) yang sebelumnya 
diselenggarakan bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
diubah dan kewenangan tersebut diselenggarakan oleh pemerintah 
pusat. Perubahan tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang berbunyi: “Penguasaan Mineral 
dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang ini” 

c) Sentralisasi Perizinan: kewenangan pemberian Izin Usaha 
Pertambangan (IUP) yang sebelumnya merupakan urusan pemerintah 
daerah provinsi, kabupaten/kota, kini sebagian besar ditarik ke 
pemerintah pusat, yang secara spesifik dikendalikan oleh Menteri 
ESDM. Sebelumnya, kewenangan pemerintah 
provinsi/kabupaten/kota ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) hurif a dan 
Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. 
Penarikan kewenangan ini dilakukan dengan alasan bahwa 
penyelenggaaraan mineral dan Batubara “dikuasai oleh negara” dan 
digunakan sebesar-besarnya untuk “kemakmuran rakyat”. 

d) Penetapan Wilayah Pertambangan (WPR): kewenangan pemerintah 
daerah dalam menetapkan WPR juga mengalami perubahan. 
Sebelumnya, bupati/walikota memiliki kewenangan ini, namun 
kemudian dialihkan menjadi kewenangan pemerintah pusat setelah 
melalui proses pemetaan oleh pemerintah daerah provinsi dan 
konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Perubahan ini 
diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009. 

55  Farisi Al Salman Muhammad, “Resentralisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral 
Dan Batubara,” Dharmasisya 2 (2023), 
https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1283&context=dharmasisya#:~:text=Walau 
dalam UU minerba terbaru,diamanatkan dalam UUD NRI 1945.,hlm..23.,diakses 4 Maret 2025. 
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Dan Batubara,” Dharmasisya 2 (2023), 
https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1283&context=dharmasisya#:~:text=Walau 
dalam UU minerba terbaru,diamanatkan dalam UUD NRI 1945.,hlm..23.,diakses 4 Maret 2025. 

 

e) Keberadaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah 
menghapus keberadaan Pasal 7 dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
2009 yang secara spesifik mengatur mengenai kewenangan Pemerintah 
Provinsi dalam melakukan pengelolaan pertambangan mineral dan 
batubara serta Pasal 8 dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang 
secara spesifik mengatur mengenai kewenangan Pemerintah 
Kabupaten/Kota dalam melakukan pengelolaan pertambangan mineral 
dan batubara. 

f) Undang-Undang No 3 Tahun 2020 juga mengubah ketentuan yang 
tercantum Pasal 11 dari Undang-Undang No 4 Tahun 2009 yang secara 
spesifik mengatur mengenai kewajiban bagi pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah untuk melakukan penyelidikan dan penelitian 
pertambangan dalam rangka penyiapan Wilayah Pertambangan (WP). 
Perubahan tersebut berbunyi: “Menteri melakukan penyelidikan dan 
penelitian dalam rangka penyiapan Wilayah Pertambangan.  

g) Keberadaan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang 
secara spesifik mengatur mengenai koordinasi yang perlu dilakukan 
oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam rangka 
penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) telah dihapus oleh 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.  
Berdasarkan uraian ketentuan yang tercantum dalam beberapa pasal 

dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 di atas, menurut penulis, 
peran dari pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan 
pertambangan mineral dan batubara semakin tergerus dan beralih ke 
pemerintah pusat dan/atau menteri. Meskipun terdapat pendelegasian 
kewenangan perizinan tertentu kepada pemerintah daerah, seperti Izin 
Pertambangan Rakyat (IPR) dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), 
namun hal tersebut tidak sepenuhnya menggantikan kewenangan yang 
hilang/ditarik ke pusat. Kehadiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 
menunjukkan kecenderungan sentralisasi dalam pengelolaan 
pertambangan dan mineral di Indonesia. Dengan kata lain, Pemerintah 
daerah provinsi tidak lagi memiliki kewenangan atributif, namun dapat 
menerima kewenangan delegatif dari pemerintah pusat. Kondisi ini dapat 
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menyebabkan terjadinya “saling tuding” antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah apabila ditemukan adanya kerusakan lingkungan pasca 
tambang. Namun, pada titik ini, pemerintah daerah tetap dituntut untuk 
tetap menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap 
lingkungan yang ada di wilayah administrasinya. Meskipun kewenangan 
perizinan sebagian besar berada di tangan pemerintah pusat, pemerintah 
daerah tetap dapat melakukan pengawasan atas kegiatan usaha 
pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan dan tetap melakukan 
koordinasi dengan pemerintah pusat, utamanya tentang isu-isu 
lingkungan, memastikan program perlindungan lingkungan dijalankan 
oleh pemerintah pusat dan menyampaikan aspirasi masyarakat terkait isu-
isu lingkungan kepada pemerintah pusat. 

Pada saat berlakunya Undang-Undang No 3 Tahun 2020, pemerintah 
pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 
Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha-Usaha Pertambangan Mineral dan 
Batubara (PP No 96 Tahun 2021). PP No 96 Tahun 2021 ini menjadi dasar 
hukum yang penting dalam mengatur kegiatan usaha pertambangan secara 
rinci agar dapat berjalan lebih baik, transparan dan memberikan manfaat 
yang optimal bagi negara dan masyarakat. Dalam perjalanannya, pada 
tahun 2025, pemerintah pusat melakukan perubahan atas PP Nomor 96 
Tahun 2021 dan kemudian menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 25 
Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 
Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha-Usaha Pertambangan 
Mineral dan Batubara (PP No 25 Tahun 2024).  

Bagi pemerintah pusat, perubahan ini berkaitan dengan penyesuaian 
dan penyempurnaan aturan yang ada, terutama pemberian Wilayah Izin 
Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada badan usaha milik 
organisasi kemasyarakatan keagamaan (ormas keagamaan). Dalam 
penjelasan Pasal 83A ayat (1) PP Nomor 25 Tahun 2024, adapun alasan 
pemberian konsesi tambang untuk ormas keagamaan, didasarkan pada 
ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 
yang menerangkan bahwa pemerintah pusat dalam pengelolaan 
pertambangan mineral, berwenang untuk melaksanakan penawaran 
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WIUPK secara prioritas, dengan tujuan untuk memberikan kesempatan 
yang sama dan berkeadilan dalam pengelolaan kekayaan alam. Tujuan 
lainnya adalah untuk pemberdayaan (empowering) kepada badan usaha 
yang dimiliki oleh ormas keagamaan.56 Penawaran WIUPK kepada badan 
usaha milik organisasi kemasyarakatan hanya berlaku dalam jangka waktu 
5 tahun sejak PP Nomor 25 Tahun 2024 berlaku. 
2. Indikator Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 

Tujuan utama terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 ini 
adalah untuk memaksimalkan kegiatan hilirisasi mineral dan batubara 
sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dan 
mengakselerasi keterlibatan berbagai pihak yang telah berkontribusi bagi 
peningkatan perekonomian nasional.57 

Keterlibatan berbagai pihak bagi peningkatan ekonomi nasional 
diakomodir pemerintah dalam undang-undang ini, secara konkrit dalam 
bentuk pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral 
logam kepada Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia. Pemberian WIUP 
mineral logam kepada PT dilakukan untuk meningkatkan kemandirian dan 
keunggulan PT. Pemberian WIUP logam kepada PT tersebut dilakukan 
dengan mempertimbangkan status perguruan tinggi terakreditasi dan 
layanan perguruan tinggi. 58  Sebelumnya, di dalam Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2020, WIUP mineral logam hanya diberikan kepada badan 
usaha, koperasi dan perusahaan perseorangan.59  

56Lihat,.Penjelasan Pasal 83A,. “Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Usaha 
Pertambangan Mineral Dan Batubara” (2021), 
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt66592c2b8b5dd/peraturan-pemerintah-nomor-25-
tahun-2024/.,hlm.19. 
57Lihat.,Konsideran Menimbang,.huruf b., “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan 
Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara” 
(2025), https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt67f906267053d/.,hlm.1. 
58 Lihat Pasal 51A ayat (1) dan ayat (2)Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan 
Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara.,hlm.16. 
59 Lihat.,Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral.,hlm.15. 
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Perguruan Tinggi yang mendapatkan kewenangan untuk mengelola 
WIUP Batubara dengan cara prioritas dengan alasan yang sama yakni 
status akreditasi PT dan demi peningkatan layanan PT. 60  Pemerintah 
beralasan bahwa penawaran pengelolaan batubara dengan “cara prioritas” 
tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga memaksimalkan 
manfaat yang dirasakan masyarakat melalui pengelolaan yang lebih 
partisipatif dengan membangun ruang bagi berbagai entitas untuk 
berkontribusi signifikan dalam pengelolaan SDA Mineral dan Batubara.61 
C. Analisis Kritis Atas Penarikan Kewenangan oleh Pemerintah 

Pusat 
1. Penggunaan Indikator oleh Pemerintah Pusat 

Penulis menemukan bahwa dalam melakukan penarikan kewenangan, 
pemerintah pusat menggunakan indikator secara secara kumulatif. Hal ini 
terlihat dalam pengaturan yang diatur dalam UU Pemerintahan Daerah 
termasuk turunannya dan ditegaskan lagi dalam undang-undang sektoral. 
Lebih rinci, penggunaan indikator kumulatif tersebut diuraikan sebagai 
berikut: 
a. Pada saat berlaku UU No 32 Tahun 2014, urusan pertambangan 

merupakan urusan yang bersifat pilihan. Urusan pilihan merupakan 
bagian dari urusan konkuren. Pada saat yang sama, UU No 4 Tahun 
2009 tentang Minerba juga mengatur bahwa urusan pertambangan dan 
mineral dan batubara dilaksanakan secara konkuren disertai NSPK 
yang ditetapkan pemerintah pusat; 

b. Pada saat berlaku UU No 23 Tahun 2014. Pengelolaan SDA mineral, 
batubara dan panas bumi merupakan urusan pemerintahan konkuren 
yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan strategis nasional. 
Dalam Pembangunan PSN, seorang kepala daerah diwajibkan untuk 

60  Lihat,.Pasal 60A.,Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.,hlm.18. 
61 Pujianti Sri, “Pemerintah: Penawaran WUIPK Secara Prioritas Memperluas Kapasitas Pengelolaan 
Minerba,” mkri.id, 2024, https://www.mkri.id/berita/pemerintah:-penawaran-wuipk-secara-prioritas-
memperluas-kapasitas-pengelolaan-minerba-21697.,diakses 30 Juli 2025. 
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60  Lihat,.Pasal 60A.,Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.,hlm.18. 
61 Pujianti Sri, “Pemerintah: Penawaran WUIPK Secara Prioritas Memperluas Kapasitas Pengelolaan 
Minerba,” mkri.id, 2024, https://www.mkri.id/berita/pemerintah:-penawaran-wuipk-secara-prioritas-
memperluas-kapasitas-pengelolaan-minerba-21697.,diakses 30 Juli 2025. 

 

mendukung dan apabila tidak mendukung, akan mendapatkan sanksi 
administratif dari pemerintah pusat.  

c. Dalam undang-undang sektoral tentang minerba, tentang panas bumi 
dan undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
mengatur bahwa urusan pertambangan mineral, batubara, panas bumi 
dan perlindungan lingkungan hidup dilaksanakan secara konkuren 
disertai NSPK yang ditetapkan pemerintah pusat; 

d. Dalam UU No 3 Tahun 2020 tentang Minerba, kewenangan 
penyelenggaraan mineral dan batubara hanya dimiliki pemerintah 
pusat. Kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) ditarik 
ke pemerintah pusat dan dikendalikan oleh Menteri ESDM. Indikator 
yang digunakan adalah “dikuasai oleh negara” dan digunakan 
“sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Negara melalui 
pemerintah pusat bertanggung jawab atas penggunaan mineral dan 
batubara yang ada di wilayah hukum NKRI.62   

e. Pada saat terbitnya UU Cipta Kerja, kewenangan pemerintah daerah 
untuk pemanfaatan langsung panas bumi wajib mengikuti NSPK yang 
ditetapkan pemerintah pusat. Penegasan terhadap NSPK diatur dalam 
peraturan dibawahnya berupa PP dan Perpres. Selain itu, kewenangan 
pengelolaan SDA mineral, batubara dan panas bumi oleh pemerintah 
pusat dipertegas dengan frase “kepentingan strategis nasional”. 

2. Analisis Kritis Penarikan Kewenangan SDA oleh Pemerintah 
Pusat 

Penulis menemukan, perjalanan otonomi daerah sejak berlaku UU 
Nomor 32 Tahun 2004 sampai saat ini, pemerintah pusat secara konsisten 
menarik kewenangan bidang SDA mineral, batubara dan panas bumi. 
Sentralisasi kewenangan ini dilakukan dengan alasan untuk 
menghilangkan konflik dan tarik menarik kewenangan antara pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah (utamanya dalam perizinan), memastikan 
pengelolaan SDA mineral, batubara dan panas bumi dilakukan secara 

62  Lihat,.Penjelasan Umum.,UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral.,hlm.42. 
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integrasi, dan untuk memastikan pengawasan dan penegakan hukum lebih 
efektif terhadap pelanggaran yang dilakukan perusahaan tambang. 
a. Penggunaan Klasifikasi Urusan Konkuren dan NSPK 

Urusan konkuren yang diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 dan UU 
No 23 Tahun 2014, pada awalnya merupakan cara untuk mengatur 
pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
menjadi lebih terstruktur dan jelas. Klasifikasi urusan konkuren digunakan 
untuk mengakomodasi kewenangan yang dibagi, yakni urusan yang 
bersifat absolut (mutlak milik pemerintah pusat) dan urusan konkuren 
yang dikelola bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 
Urusan konkuren yang dibagi ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan 
tersebut didasarkan pada prinsip efisiensi, akuntabilitas dan tanggung 
jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun, 
implementasi atas klasifikasi urusan konkuren ini, secara perlahan telah 
mereduksi kewenangan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan urusan 
konkuren, kewajiban pemerintah daerah untuk mematuhi NSPK 
merupakan hambatan lainnya. Seringkali pemerintah daerah tidak dapat 
memenuhi standar atau pedoman yang ditetapkan pemerintah pusat dalam 
bentuk NSPK.  
b. Penggunaan Prinsip Kepentingan Strategis Nasional 

Prinsip ini digunakan pemerintah pusat dengan alasan bahwa SDA 
mineral, batubara dan panas bumi harus dikuasai negara (pemerintah 
pusat), dilakukan secara terpusat agar dapat memastikan manfaatnya 
dirasakan secara luas dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Pengelolaan oleh pemerintah pusat dilakukan untuk menghindari 
fragmentasi dan ketidakteraturan/tidak seragam dalam perizinan, 
pengelolaan dan pengawasan atas pengelolaan SDA mineral, batubara dan 
panas bumi. Jika didasarkan pada organ yang memiliki “character state”, 
maka frase “dikuasai negara” akan merujuk pada adanya kedaulatan 
negara baik ke dalam maupun ke luar. Kata “negara” memang merujuk 
pada pemerintah pusat, namun demikian tidak semata-mata hanya 
pemerintah pusat semata yang dapat menjalankan segala macam urusan 
pemerintahan, tetapi dapat dilaksanakan bersama-sama dengan 
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pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan SDA yang bersifat 
“locality” (kedaerahan).63  

Selanjutnya berkaitan dengan penggunaan frase “prinsip kepentingan 
strategis nasional” hendaknya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-
prinsip-prinsip pengelolaan SDA yang dirumuskan dalam Pasal 33 UUD 
NRI Tahun 1945, yakni: (1) Prinsip kekeluargaan, yang mengandung 
makna bahwa SDA sebagai kekuatan ekonomi bangsa, pelaksanaannya 
harus didasarkan pada rasa kebersamaan dan rasa sama memiliki baik 
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; (2) Prinsip kemanfaatan, 
dengan maksud bahwa pemanfaatan dan pengelolaan SDA yang dilakukan 
oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah hendaknya memberi 
manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia; (3) Prinsip 
keadilan: prinsip keadilan berarti pemanfaatan dan pengelolaan SDA yang 
dilakukan negara harus memerhatikan kepentingan inter/antargenerasi 
maupun keadilan gender; (4) Prinsip keberlanjutan: prinsip ini dimaknai 
bahwa pemanfaatan dan pengelolaan SDA harus memerhatikan 
pelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, tanpa 
mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang; dan (5) Prinsip 
kemandirian, yang dimaknai bahwa pengelolaan SDA didasari atas asas 
otonomi yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur 
dan mengurus SDA yang ada di daerahnya dengan tujuan mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat. 
c. Penggunaan Indikator Sanksi Administratif bagi Kepala Daerah 

Sanksi administratif bagi kepala daerah dilakukan pemerintah pusat 
untuk mendukung PSN. Sanksi administratif dilaksanakan secara 
berjenjang oleh Mendagri (atas nama Presiden) kepada Gubernur dan 
sanksi yang berasal dari Gubernur (atas nama Mendagri) kepada 
Bupati/Walikota. Sanksi berupa teguran tertulis pertama, teguran tertulis 
kedua, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap dilakukan 
setelah adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas 

63  Hayati, Tri, “Hak Penguasaan Negara Terhadap Sunber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap 
Bentuk Pengusahaan Tambang,” Hukum Dan Pembangunan 49, No 3 (2019), 
https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2199., hlm.769., diakses 2 Januari 2025. 
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Internal Pemerintah (APIP). Presiden sebagai pemegang kekuasaan 
negara tertinggi memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah. Namun, proses pemberian sanksi terhadap kepala daerah ini, tidak 
melibatkan kekuasaan yudisial (Mahkamah Agung) dan berpotensi 
terjadinya pebuatan sewenang-wenang oleh Presiden dengan alasan 
politik dan bukan alasan hukum. Jika yang digunakan Presiden adalah 
alasan politik, maka yang terjadi adalah resentralisasi dan merusak sendi-
sendi negara.64 
d. Konsep Self Regulating System 

Self regulating system dalam praktiknya memberikan kewenangan 
yang besar kepada presiden untuk mengatur regulasi bagi dirinya sendiri. 
Dalam hal ini kekuasaan presiden dalam membuat regulasi, dilakukan 
untuk melakukan pengaturan hukum dalam bidang ekonomi, bidang sosial 
dan bidang administrasi. Konsep ini merupakan salah satu dasar 
pemerintah pusat untuk dengan mudah menarik semua kewenangan 
pemerintah daerah, misalnya melalui metode omnibus dalam penyusunan 
UU Cipta Kerja.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 Setiadi Wicipto & Nasution Imran Ali, “Sanksi Administratif Terhadap Kepala Daerah Yang Tidak 
Melaksanakan Program Strategis Nasional.”,.hlm.483. 
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64 Setiadi Wicipto & Nasution Imran Ali, “Sanksi Administratif Terhadap Kepala Daerah Yang Tidak 
Melaksanakan Program Strategis Nasional.”,.hlm.483. 

 

BAB V 
KONSEP HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN 

PEMERINTAH DAERAH KE DEPAN BIDANG  
SUMBER DAYA ALAM 

 
A. Makna Penguasaan Negara Dalam Putusan MK 

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 2945 merupakan 
dasar konstitusional HMN atas bumi, air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.  
Dalam pengelolan SDA mineral, batubara dan panas bumi, fungsi negara 
antara lain: sebagai provider (penjamin), sebagai regulator (pengatur), 
sebagai entrepreneur (melakukan usaha ekonomi) dan fungsi negara 
sebagai umpire (wasit, pengawas).65 Kata “dikuasai” atau “penguasaan 
oleh negara” tidak bisa diartikan bahwa negara menjadi pemilik atas 
semua SDA. Menguasai di dalam hukum diartikan sebagai “mengatur”. 
Sebab, hak milik perorangan tetaplah diakui sebagaimana digariskan di 
dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.  

Pada sub bab ini, penulis memetakan dan menganalisis 10 
(sepuluh) putusan MK, khususnya SDA non hayati yakni Mineral, 
Batubara dan Panas Bumi, yang merupakan salah satu cabang produksi 
penting bagi negara yang pada umumnya dikelola oleh BUMN/BUMD 
atau pihak swasta. Pemetaan ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana 
makna penguasaan negara dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 
tentang pengelolaan SDA mineral, batubara dan panas bumi—apakah 
penguasaan “negara”, oleh MK dimaknai sebagai kewenangan 
pemerintah pusat semata, atau dapat didelegasikan kepada pemerintah 
provinsi, pemerintah kabupaten/kota. Selama kurun waktu 18 Tahun 
sejak 2003-2025, MK telah memutus sebanyak 2125 perkara Pengujian 
Undang-Undang (PUU).66  

65  Marilang, “Ideologi Welfare State Konstitusi:Hak Menguasai Negara Atas Barang 
Tambang.”,.hlm.277-278. 
66 MK RI, “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang,” www.mahkamahkonstitusi.go.id, 2025, 
https://www.mkri.id/perkara/rekapitulasi-perkara/puu.,diakses 02 November 2025. 
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Berdasarkan 10 perkara yang diteliti penulis, terdapat 4 (empat) 
perkara terkait relasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam 
pengelolaan mineral, batubara dan panas bumi yakni perkara Nomor 
10/PUU/X/2012, perkara Nomor 113/PUU-X/2012, perkara Nomor 
37/PUU/XIX/2021 dan perkara Nomor 11/PUU-XIV/2016. 

Putusan MK Nomor 10/PUU/X/2012 tentang penetapan WP, 
WUP, penetapkan luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara 
yang berada di wilayah pemerintahan kabupaten/kota wajib mengikuti 
NSPK yang ditetapkan pemerintah pusat. Penetapan NSPK oleh 
pemerintah pusat merupakan bentuk urusan konkuren yang kemudian 
diatur dalam Peraturan Menteri (Permen). 

Putusan MK Nomor Nomor 113/PUU-X/2012, menyatakan bahwa 
implementasi Pasal 127 UU Minerba memerlukan aturan pelaksanaan 
dalam bentuk Permen dan Perda. Ini artinya, MK mengakui adanya 
kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola Mineral dan Batubara 
yang diatur dalam Perda. Pada perkara Nomor 37/PUU/XIX/2021, MK 
menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam 
mengelola mineral dan batubara, seperti yang diatur dalam UU No 3 
Tahun 2020 sebab ada pendelegasian kewenangan yang diatur dalam PP 
dan Perpres.  

Terkait pemanfaatan panas bumi, dalam Putusan MK Nomor 
11/PUU-XIV/2016, permohonan pemohon untuk memanfaatkan panas 
bumi secara tidak langsung ditolak MK, sebab urusan pemerintahan 
yang strategis bagi kepentingan nasional, merupakan kewenangan 
pemerintah pusat. Menurut MK, dalam rangka mencapai tujuan sebesar-
besarnya bagi kemakmuran rakyat, pengertian penguasaan negara dapat 
dimaknai secara bertingkat berdasarkan efektivitasnya, yakni: (1) negara 
melakukan pengelolaan secara langsung atas SDA; (2) negara membuat 
kebijakan dan pengurusan; dan (3) negara menjalankan fungsi 
pengaturan dan pengawasan.67 

67  Lihat.,Putusan MK No 36/PUU-X/2012 (2012).,tentang Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 
tentang Minyak dan Gas Bumi.,hlm.101-102,.diakses 4 November 2025. 
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yang berada di wilayah pemerintahan kabupaten/kota wajib mengikuti 
NSPK yang ditetapkan pemerintah pusat. Penetapan NSPK oleh 
pemerintah pusat merupakan bentuk urusan konkuren yang kemudian 
diatur dalam Peraturan Menteri (Permen). 

Putusan MK Nomor Nomor 113/PUU-X/2012, menyatakan bahwa 
implementasi Pasal 127 UU Minerba memerlukan aturan pelaksanaan 
dalam bentuk Permen dan Perda. Ini artinya, MK mengakui adanya 
kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola Mineral dan Batubara 
yang diatur dalam Perda. Pada perkara Nomor 37/PUU/XIX/2021, MK 
menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam 
mengelola mineral dan batubara, seperti yang diatur dalam UU No 3 
Tahun 2020 sebab ada pendelegasian kewenangan yang diatur dalam PP 
dan Perpres.  

Terkait pemanfaatan panas bumi, dalam Putusan MK Nomor 
11/PUU-XIV/2016, permohonan pemohon untuk memanfaatkan panas 
bumi secara tidak langsung ditolak MK, sebab urusan pemerintahan 
yang strategis bagi kepentingan nasional, merupakan kewenangan 
pemerintah pusat. Menurut MK, dalam rangka mencapai tujuan sebesar-
besarnya bagi kemakmuran rakyat, pengertian penguasaan negara dapat 
dimaknai secara bertingkat berdasarkan efektivitasnya, yakni: (1) negara 
melakukan pengelolaan secara langsung atas SDA; (2) negara membuat 
kebijakan dan pengurusan; dan (3) negara menjalankan fungsi 
pengaturan dan pengawasan.67 

67  Lihat.,Putusan MK No 36/PUU-X/2012 (2012).,tentang Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 
tentang Minyak dan Gas Bumi.,hlm.101-102,.diakses 4 November 2025. 

 

B. Konsep Pengelolaan SDA antara Pemerintah Pusat & 
Pemerintah Daerah Ke Depan 

Pemanfaatan mineral, batu bara dan panas bumi, dalam praktiknya 
memerlukan investasi yang sangat besar untuk dapat mengetahui potensi, 
apalagi melakukan eksploitasinya. Hal ini menyebabkan kelompok 
masyarakat tertentu saja yang mampu melaksanakan pengusahaannya. 
Dalam hal ini, masyarakat tertentu yang bermodal besar akan menjadi 
produsen dan kelompok masyarakat miskin selalu hanya akan menjadi 
pekerja dan konsumen. Hubungan kedua kelompok masyarakat ini 
ditentukan oleh karakteristik SDA yang tidak dapat diubah oleh manusia 
dalam jangka pendek. Perubahan mungkin dapat terjadi apabila terdapat 
teknologi yang memungkinkannya dan hal ini biasanya terjadi dalam 
jangka panjang. Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, 
terkait pengelolaan SDA perlu diperhatikan dan menjadi faktor penentu, 
karena memengaruhi dampak prilaku manusia atau lembaga tertentu 
terhadap manusia atau lembaga lainnya. Karakteristik SDA mineral, 
batubara dan panas bumi pada dasarnya menyebabkan prilaku manusia 
atau lembaga tertentu tidak bebas atau independen terhadap manusia atau 
lembaga lainnya. Dengan demikian dalam kondisi tersebut maka karakter 
SDA mineral batubara dan panas bumi tidak netral terhadap peran dan 
partisipasi manusia dalam pembangunan.68  

Pengelolaan terhadap SDA Mineral, Batubara dan Panas Bumi tidak 
boleh hanya sekedar dilihat dari sifat biofisik69nya, melainkan juga sifat 
lain yang berpengaruh terhadap hubungan antar manusia. Oleh karena itu, 
hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bidang 
pengelolaan SDA dalam kerangka ius constituendum, seyogianya 
dibangun di atas paradigma hukum yang lebih egaliter, ekologis, dan 

68 Kartodihardjo Hariadi, Analisis Kebijakan Tata Kelola Sumber Daya Alam.,hlm.91-92. 
69  Biofisik menurut KBBI online adalah, biofisika, yakni ilmu yang berkaitan dengan penerapan 
prinsip (hukum) dan metode fisika dalam masalah biologi.,Lihat., https://kbbi.web.id/biofisik., 
diakses 2 Agustus 2025.,selanjutnya terdapat istilah lingkungan biofisik, yang digunakan untuk 
menggambarkan lingkungan yang mencakup unsur-unsur biologi dan fisika. Lingkungan ini 
melibatkan komponen-komponen hidup (biotik) seperti tumbuhan, hewan dan mikroorganisme serta 
komponen tidak hidup (abiotik) seperti tanah, air dan iklim.,Lihat., 
https://bpmid.uma.ac.id/mengenal-lingkungan-biofisik/,. diakses 2 Agustus 2025. 
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konstitusional. Paradigma relasi vertikal yang selama ini mewarnai 
pengelolaan SDA harus direkonstruksi menjadi relasi horizontal yang 
berbasis kemitraan antara dua entitas pemerintahan yang sama-sama 
memperoleh legitimasi dari konstitusi, yakni pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah. 

Menurut penulis, sebagai salah satu agenda reformasi, pelaksanaan 
otonomi daerah didesain untuk memberikan kemandirian kepada 
pemerintah daerah untuk mengurus dirinya sendiri termasuk memiliki 
prakarsa sendiri (otonomi luas). Kemandirian dan prakarasa tersebut 
bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada 
pemerintah pusat, khususnya dalam bidang fiskal. Namun, sejak 
berlakunya UU No 32 Tahun 2004, secara perlahan, kewenangan 
pemerintah daerah ditarik ke pemerintah pusat (resentralisasi). Situasi ini 
bertentangan 4 (empat) konsep dasar yang dikemukakan Bagir Manan, 
bahwa relasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus didasarkan 
pada 4 (empat) konsep dasar yakni: (1) Dasar permusyawaratan; (2) Dasar 
pemeliharaan dan pengembangan prinsip-prinsip pemerintahan asli; (3) 
Dasar kebhinekaan; dan (4) Dasar negara hukum.   

Dasar permusyawaratan ditandai dengan adanya keikutsertaan 
pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dasar 
pemeliharaan dan pengembangan prinsip-prinsip pemerintahan asli 
ditandai dengan adanya pemberian otonomi khusus bagi beberapa provinsi 
yang mendapat perlakuan khusus. Dasar kebhinekaan ditandai dengan 
hadirnya perbedaan keadaan dan kebutuhan setiap daerah mengingat 
kondisi sosial dan budaya daerah tersebut. Dasar negara hukum ditandai 
dengan adanya pemerataan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh 
masyarakat Indonesia, termasuk sistem rumah tangga daerah yang 
mencerminkan pemencaran kekuasaan antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah yang menjamin kemandirian daerah. 

 Oleh karena itu, penulis menawarkan beberapa konsep pelaksanaan 
hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ke depan dalam 
bidang SDA mineral, batubara dan panas bumi, yang diuraikan sebagai 
berikut: 
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1. Pengelolaan SDA mineral, batubara dan panas bumi harus terus 
bersandar pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 2945. Prinsip 
“dikuasai oleh negara” tidak semata-mata ditafsirkan merupakan 
kewenangan pemerintah pusat. Bagi penulis, beberapa daerah 
provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki kapasitas SDM yang 
baik dengan kemampuan keuangan yang tinggi70, dapat diberikan 
kewenangan untuk mengurus SDA mineral, batubara dan panas 
bumi di wilayahnya, tentunya diikuti NSPK yang ditetapkan 
pemerintah pusat; 

2. Implementasi NSPK di daerah tidak berjalan efektif karena 
beberapa alasan seperti: materi NSPK yang seragam dan kurang 
memperhatikan kapasitas/kondisi lokal yang berbeda-beda, 
komunikasi ke daerah yang lemah, keterbatasan SDM aparatur di 
daerah. NSPK dapat didesain ulang menjadi standar yang lebih 
sederhana, kontekstual dan disusun bersama pemerintah daerah 
(tidak top-down) sehingga tidak dianggap sebagai “beban 
administratif” oleh pemerintah daerah. NSPK yang baik merupakan 
cara pemerintah pusat untuk membimbing dan mengevaluasi 
pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya. 
Kepatuhan terhadap NSPK perlu diintegrasikan dengan sistem 
insentif dan sanksi yang transparan, misalnya dikaitkan dengan 
skema Dana Insentif daerah atau penilaian kinerja sehingga 
pemerintah daerah melihat hubungan langsung antara kepatuhan 
terhadap NSPK, manfaat fiskal dan reputasi yang mereka terima;  

3. Selama ini, penyelenggaraan SDA terbagi atas berbagai undang-
undang sektoral SDA dengan jenisnya masing-masing. Ke depan, 
diperlukan suatu undang-undang terpadu bidang SDA yang 
substansinya memberikan kewenangan kepada pemerintah 

70 Daerah Provinsi yang memiliki kemandirian fiskal tinggi misalnya Provinsi Banten, Provinsi Bali, 
DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, sedangkan Daerah Kabupaten/Kota yang dikategorikan 
memiliki kemampuan fiskal dan/atau mandiri antara lain: Kabupaten Badung, Kota Surabaya, 
Kabupaten Gianyar, Kota Denpasar dan Kota Tanggerang. Kemandirian fiskal suatu daerah ditandai 
dengan tingginya PAD mencapai 70-87% dari pendapatan daerah sehingga dana TKD berupa DAU 
dan DAK menjadi relatif kecil. 
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provinsi, kabupaten dan kota untuk ikut serta mengelola, mengurus 
dan melakukan pengawasan; 

4. Berdasarkan konsep dasar negara hukum, pengaturan ke depan 
tentang SDA mineral, batubara dan panas bumi, memerlukan 
kolaborasi71 dengan pemerintah daerah yang akan berdampak pada 
keadilan dan kesejahteraan. keadilan dan kesejahteraan dapat 
tercapai jika rakyat di daerah dilibatkan dalam menentukan nasib 
kekayaan alam yang berada di bawah tanah, di atas tanah, dan di 
sekeliling kehidupan mereka sendiri; 

5. Penyelenggaraan SDA mineral, batubara dan panas bumi, tidak 
boleh mengabaikan prinsip-prinsip keadilan ekologi (ecological 
justice) dan keberlanjutan intergenerasional. Dalam konteks ini 
keadilan ekologi merupakan akses untuk memperoleh lingkungan 
yang baik dan sehat dan keadilan dalam alokasi dan distribusi 
pemanfaatan SDA yang memberikan jaminan dan pengakuan akan 
hak-hak warga negara, terutama warga negara yang 
termarjinalisasi; 

6. Pengaturan pengelolaan SDA antara pemerintah pusat dengan 
Pemerintah Provinsi di Papua dan Pemerintah Provinsi Nanggroe 
Aceh Darussalam perlu dipertegas, sehingga tidak menimbulkan 
tafsir berbeda antara kedua provinsi tersebut dengan pemerintah 
pusat, khususnya tentang frase “kewenangan khusus” dan/atau 
“kewenangan dalam bidang tertentu dan/atau “kewenangan 
pemerintah yang bersifat nasional” yang diatur dalam undang-
undang otonomi khusus atau peraturan pemerintah. 

 
 
 

71 Kolaborasi atau kerja sama daerah merupakan sarana untuk memantapkan keterikatan antar daerah, 
menyerasikan pembangunan daerah, menyinergikan potensi antar daerah, meningkatkan pertukaran 
pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Melalui kerja sama ini diharapkan dapat mengurangi 
kesenjangan daerah dalam pelayanan umum, khususnya daerah di wilayah terpencil dan 
tertinggal.,lihat,.Djohan Djohermansyah & Rizal Jose, Koki Otonomi Daerah:Resep Memajukan 
Pemda.,hlm.391. 
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71 Kolaborasi atau kerja sama daerah merupakan sarana untuk memantapkan keterikatan antar daerah, 
menyerasikan pembangunan daerah, menyinergikan potensi antar daerah, meningkatkan pertukaran 
pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Melalui kerja sama ini diharapkan dapat mengurangi 
kesenjangan daerah dalam pelayanan umum, khususnya daerah di wilayah terpencil dan 
tertinggal.,lihat,.Djohan Djohermansyah & Rizal Jose, Koki Otonomi Daerah:Resep Memajukan 
Pemda.,hlm.391. 

 

BAB VI 
PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan-pemaparan pada bab-bab sebelumnya, 
penulis dengan ini menjawab rumusan masalah sebagai berikut:  
1. Format hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan 

pemerintah daerah dalam mengelola SDA mineral dan batubara serta 
panas bumi dipengaruhi oleh sistem rumah tangga daerah yang dianut. 
Pada masa UU Nomor 32 Tahun 2004 prinsip yang dianut adalah 
sistem rumah tangga nyata atau sistem otonomi riil. Implementasi 
sistem ini berdampak pada realisasi urusan pemerintahan daerah yang 
tidak mandiri, sebab memerlukan persetujuan pemerintah pusat. Pada 
masa berlaku UU No 23 Tahun 2014 format atau prinsip yang 
digunakan adalah otonomi seluas-luasnya, yakni adanya pembagian 
urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah 
daerah. Namun, apabila ada pemerintah daerah ingin mengatur di luar 
urusan yang telah ditetapkan dalam undang-undang maka harus 
menunggu terlebih dahulu persetujuan pemerintah pusat setelah 
memenuhi kriteria yang ditentukan.  

2. Alasan pemerintah pusat menarik kewenangan bidang pertambangan 
mineral, batubara dan panas bumi yaitu untuk menghilangkan konflik 
dan tarik menarik kewenangan antara pemerintah pusat dengan 
pemerintah daerah (utamanya dalam perizinan), memastikan 
pengelolaan SDA mineral, batubara dan panas bumi dilakukan secara 
terintegrasi dan untuk memastikan pengawasan dan penegakan hukum 
berjalan efektif terhadap pelanggaran yang dilakukan perusahaan 
tambang. Alasan lainnya adalah penyelenggaraan SDA mineral, 
batubara dan panas bumi harus dikuasai negara (pemerintah pusat), 
dilakukan secara terpusat agar dapat memastikan manfaatnya 
dirasakan secara luas dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia; 

3. Konsep hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ke 
depan dalam bidang SDA, diuraikan sebagai berikut: 
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a. Penting bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memperoleh 
kewenangan dalam bentuk urusan pemerintahan dan dilibatkan 
dalam proses perizinan dan pengawasan atas penyelenggaraan SDA 
mineral, batubara dan panas bumi yang berlokasi di wilayahnya; 

b. Prinsip “dikuasai oleh negara” tidak dapat ditafsirkan merupakan 
kewenangan pemerintah pusat semata. Beberapa daerah provinsi 
dan kabupaten/kota dengan kapasitas SDM dan kemandirian fiskal 
tinggi dapat diberikan kewenangan untuk mengelola SDA mineral, 
batubara dan panas bumi di wilayahnya, dengan pengawasan 
pemerintah pusat. 

c. Kolaborasi antara pemeritah pusat dengan pemerintah daerah dalam 
mengelola SDA mineral, baturabara dan panas bumi perlu dibingkai 
dalam semangat kemitraan yang akan berdampak pada keadilan, 
kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah. 

B. Saran 
Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan-kesimpulan pada 

penelitian ini, Penulis menggagas saran-saran sebagai berikut: 
1. Presiden Prabowo Subianto perlu membentuk kementerian otonomi 

daerah, yang bertugas dan berwenang untuk mengatur, 
menyelenggarakan dan memastikan penyelenggaraan otonomi luas 
di Indonesia. Hal ini penting mengingat pelaksanaan otonomi 
daerah di Indonesia, merupakan salah satu agenda reformasi yang 
belum tuntas dilaksanakan. 

2. Dalam jangka pendek, kementerian otonomi daerah yang dibentuk 
dapat berfungsi sebagai pemrakarsa menyusun Naskah Akademik 
(NA) Undang-Undang SDA terpadu, yang substansinya 
memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi, pemerintah 
kabupaten/kota ikut serta mengelola, mengawasi penyelenggaraan 
SDA mineral, batubara dan panas bumi; 
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